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ABSTRAK

Perempuan  penyandang disabilitas mengalami  berbagai
permasalahan, salah saatunya kesulitan dalam memperoleh hak sosial
politik khusunya hak mendapatkan akses pendidikan. Hal tersebut
dikarenakan mereka mengalami multidiskriminasi, yakni terdiskriminasi
karena perempuan (ketidak adilan gender), terdiskriminasi karena
kedisabilitasan dan terdiskriminasi karena kemiskinan. Sekalipun ada
perempuan penyandang disabilitas yang dapat memasuki lembaga
pendidikan, namun mayoritas masih pada pendidikan yang levelnya lebih
rendah dari perempuan bukan penyandang disabilitas dan masih sangat
kesulitan bagi perempuan penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam
pendidikan yang lebih tinggi. Multidiskriminasi terhadap perempuan
penyandang disabilitas tersebut menghegemoni baik secara kultural
maupun structural, secara kultural mempengaruhi pemikiran keluarga dan
masyarakat dalam memberikan akses pendidikan sedangkan secara
structural kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum
sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi
implementasi kebijakan dengan baik. Disertasi ini bertujuan untuk
menjawab permasalahan terkait bagaimana pandangan umat Muslim di
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menafsirkan ayat-ayat disabilitas.
Disertasi ini kemudian melihat sejauhmana konstruksi gender
mempengaruhi akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas
dan memaparkan peran pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
memberikan akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Disertasi ~ini - merupakan ' penelitian kualitatif dengan metode
snowball sampling dalam pengambilan data, sumber data primer adalah
perempuan penyandang disabilitas, keluarga, tokoh agama dan aparat
pemerintahan, sedangkan sumber data sekunder adalah undang-undang,
peraturan-peraturan daerah, kurikulum, data statistik serta data lainya yang
mendukung, dengan metode analisis data trianggulasi data. Disertasi ini
mengelaborasikan titik temu antara konsep keilmuan Islam ‘Ulumu al-
Din’ ke ‘Dirasat Islamiyyah’ dengan ilmu sosial yakni gender dan
disabilitas dalam menganalisis, yakni mempertemuan analisis intersection
(irisan antara gender dan disabilitas), a/-Fikr al-Din dan Dirasat Islamiyah
(konsep berfikir bayani burhani dan irfani) dan teori model (medical
model/carity model, social model dan social-relational model).
Intersection untuk melihat adanya irisan diskriminasi yang berbasis gender
dan disabilitas yang dialami perempuan penyandang disabilitas
dipertemukan dengan a/-Fikr al-Din dan Dirasat Islamiyah yakni
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pendekatan bayani burhani dan irfani untuk melihat konsep berfikir
keluarga muslim dan masyarakat dalam memberikan akses pendidikan
kepada perempuan penyandang disabilitas, kemudian dikawinkan dengan
teori model yakni pendekatan medical model/carity model, social model
dan social-relational model untuk melihat pola advokasi yang dilakukan
oleh pemangku kepentingan dalam memberikan akses pendidikan bagi
perempuan penyandang disabilitas untuk menciptakan tata pemerintahan
yang baik.

Hasil Penelitian disertasi ini adalah pertama, secara strutural
pemerintah telah melahirkan kebijakan program dan anggaran bagi
perempuan penyandang disabilitas, namun belum terimplementasikan
dengan baik, sehingga aksesibilitas khususnya pendidikan bagi perempuan
penyandang disabilitas belum terealisasi dengan baik secara afirmatif.
Kedua, pentingnya menyeimbangkan konsep berpikir bayani, burhani dan
irfani untuk dikaji secara terus-menerus oleh para ulama, agar tersosialisasi
dengan baik kepada para jamaahnya dalam hal ini bisa jadi jamaahnya
adalah para orang tua penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas
itu sendiri. Ketiga, secara kultural orang tua dan masyarakat belum
mendorong dan memotivasi perempuan penyadang disabilitas untuk
mengakses pendidikan, oleh karenanya pentingnya perubahan cara
pandang (worldview) dalam memaknai takdir, ikhlas dan nrimo kepada
anak perempuan penyandang disabilitas secara lebih produktif, agar tidak
melemahkan mereka namun justru menguatkan anak perempuan
penyandang disabilitas agar tetap struggle dalam bertahan hidup
khususnya dalam memberikan akses pendidikan .

Kata kunci: pendidikan, perempuan penyandang disabilitas, konsep
keilmuan islam, gender, politik
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ABSTRACT

A disabled female seems to have serious problems, one of which
deals with socio-political rights, in particular the rights for proper
education. Multi-discrimination, gender, disability, and poverty
discriminations, may be the reasons behind all of this. Only a few do
disabled females have a better luck to go to school, even to college. The
majority are left in lower education than those of the normal.

The multi-discrimination towards disabled females are
hegemonizing culturally that affects family and the society’s thoughts of
giving access to education, and structurally that the government’s policy
does not reflect gender and disabled equality. The implementation of the
policy is no different.

This dissertation elaborated the meeting point between Islamic
science concept of ‘ Ulumu al-Din’ to ‘Dirasat Islamiyyah’ and social
science viz. gender and disability when analyzing. It brought together
intersection analysis (intersection between gender and disability), a/-Fikr
al-Din and Dirasat Islamiyah (the concept of thinking bayani burhaniand
irfani) and theory of model (medical model/carity model, social model and
social-relational model). Used to see if there was a discrimination
coincidence on gender and disability basis to disabled females, intersection
analysis was brought together with al-Fikr al-Din and Dirasat Islamiyah
that is bayani burhani and irfani approach to view the concept of thinking
of Muslim family and the society in giving disabled female access to
education, then unified with the theory of model that is an approach of
medical model/carity model, social model and social-relational model to
see the patterns of advocacy conducted by the stakeholders in giving access
to education for disabled females in order to create good governance.

The results of this dissertation research are, first, that the
government should not be sufficient to produce policies, but the
importance of implementing programs and policies for budgets or unequal
budgeting so that accessibility for women with disabilities can be well
realized affirmatively. Second, the role of parents and society is very
important to encourage and motivate women with disabilities to access
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education, interpret destiny, sincerity and non-discrimination as women
with disabilities more productively, so as not to weaken children but
instead strengthen girls with disabilities to continue to struggle in
surviving. life. Third, returning to the concept of thinking of burha ni and
irfa ni is very strong and becomes a necessity to be studied continuously
by the ulama, so that they are well socialized to their congregation, in this
case it could be that the congregation is parents with disabilities persons
with disabilities themselves.

Key words: education, disabled female, concept of Islamic science,
gender, and politic
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi
arab-latin yang diangkat dari Keputusan Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari
1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Hurut Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es (dengan titik diatas)
d Jim J je
C Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ Kh Ka dan ha
4 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
I Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
ol Sad S Es (dengan titik di bawah)
ol Dad D De (dengan titik di bawah)
] Ta T Te (dengan titik di bawah)
] Za Z Zet (dengan titik di bawah)
4 ‘ain ¢ (Koma terbalik)
& Gain G ge
o Fa’ F Ef
] Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
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2 Mim M Em

d Nun N En

3 Waw AW AW

° Ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
8 Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Badaia

e

ditulis
ditulis

Muta ‘addidah
‘iddah

C. T&’ marbltah

Semua ta’ marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang
diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi
kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti
shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

3

4aSa
e
sl ¥l <

ditulis
ditulis
ditulis

hikmah
‘illah

karamah al-auliya’

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Fathah ditulis A
Kasrah ditulis i
G Dammah ditulis u
Jad Fathah ditulis fa‘ala
S Kasrah ditulis Zukira
QAL Dammah ditulis yvazhabu
E. Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis a
Lk ditulis Jahiliyyah
2. fathah + ya’ mati ditulis a
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i ditulis tansa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis ]
p S ditulis karim
4. Dammah + wawu mati ditulis i
wag b ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
1. fathah + ya’ mati ditulis Ai
ali ditulis bainakum
2. fathah + wawu mati ditulis au
Jsd ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan

dengan Apostrof

dalam Satu Kata Dipisahkan

A ditulis A’antum
@i ditulis U‘iddat
Pt ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan

huruf awal “al”

Gl
kil

3

ditulis
ditulis

Al-Qur’an
Al-Qiyas

2. Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut
slad) ditulis As-Sama’
WA ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

2 gl gd
PESAINTY|

ditulis
ditulis

Zawi al-furiid
Ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alikum Wr wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Sempurna
dan senantiasa melimpahkan nikmat sehat, rizki, dan segala kemudahan
pada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. So/awat dan
Salam semoga senantiasa melimpah kepada Nabi Agung Muhammad saw
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terselesaikannya disertasi ini.
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selaku Promotor saya yang senantiasa memberikan kesabaran dan
keikhlasannya membimbing dan mengarahkan disertasi ini, dalam
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temu antara ketiga pendekatan tersebut. Sehingga penyelesaian
disertasi ini dapat terwujud.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi harkat dan
martabat (dignity) telah mengatur hak-hak pendidikan bagi penyandang
disabilitas seperti tertuang di dalam Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, menekankan:

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a)
mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di
semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan
khusus; b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi
pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di
semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; c) mempunyai
kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang
bermutu pada satuan pendidikan dan d) mendapatkan akomodasi
yang layak sebagai peserta didik.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? tentang Sistem
Pendidikan Nasional menegaskan tentang pendidikan yang egaliter yakni
pertama, termaktub di Pasal 4 Ayat 1, “Pendidikan diselenggarakan
secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif” Kedua,
tercantum di Pasal 11 Ayat 1, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”
Ketiga, kembali dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat 1b yang isinya, “Setiap
peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan
pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.”

Indonesia juga mengambil langkah cermat dengan meratifikasi

1 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bagian keenam
tentang Hak Pendidikan pasal 10, halaman 11.

2 UU Pendidikan No 20 Tahun 2003 dalam Marjuki (t.t). Penyandang
Disabilitas Berdasarkan Klasifikasi ICF. Kepala Badan Penelitian dan
Pendidikan, Kemensos RI.



United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(UN CRPD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR
RI) pada November 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 107 tentang
Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang disabilitas.
Ratifikasi ini kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 8
tahun 2016 sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan
perlindungan hak-hak kaum penyandang disabilitas di seluruh Indonesia,
dalam memperkuat komitmen untuk memajukan hak asasi bagi
penyandang disabilitas. Ini menjadi perbincangan awal yang positif
terhadap pandangan kaum penyandang disabilitas dewasa ini.

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama
dengan yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor
8 tahun 2016* tentang Penyandang Disabilitas secara tegas termuat,
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.”

Budi Winarman® dan Tio Tegas W® memaparkan bahwa peran
pemerintah dalam suatu negara mengatur dan menyejahterakan
masyarakat melalui kebijakan-kebijakan publik. Diperlukan keterlibatan
dan peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan di
masyarakatnya, seperti dalam hal pemenuhan hak asasi manusia.
Pelayanan terhadap -masyarakat. menjadi. barometer . dalam menilai
keterlibatan - pemerintah. dalam . pemenuhan hak —asasi manusia.
Membincang penyelenggara negara dalam melaksanakan kewajiban dan
tanggungjawab terhadap masyarakat sama halnya dengan membahas
tentang pelayanan publik.

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20016 menyebutnya dengan
Penyandang Disabilitas.

“Undang-Undang No 8 tahun 2016 Bagian ketiga tentang pendidikan
pasal 40, halaman 25.

5> Budi Winarni, Kebijkan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media
Pressindo, 1992), 8.

® Tio Tegas Wicaksono, dkk, Pelayanan Umum Kereta Api di
Yogyakarta bagi Difabel, Jurnal INKLUSI: Jurnal of Disability Studis, Vol 6 No
1, Januari-Juni 2019, 48.
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Pada kenyataannya hak-hak penyandang disabilitas, menurut Tio
Tegas W,” masih terabaikan di banyak sektor, dan diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik masih terjadi.
Dalam bidang pendidikan partisipasi sekolah antara penyandang
disabilitas dan yang bukan disabilitas masih terjadi. Berdasarkan Statistik
Pendidikan 2018, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang
disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48%. Persentase tersebut jauh dari
penduduk yang bukan penyandang disabilitas, yaitu mencapai 25,83%.
Penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama
sekali mencapai 23,91%. Adapun penduduk usia 5 tahun ke atas yang
bukan disabilitas dan belum sekolah hanya 6,17%. Sementara itu,
penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,62%.
Semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah pula angka partisipasi
sekolah (APS). APS tertinggi terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun,
yaitu sebesar 91,12% untuk penyandang disabilitas dan 99,29% untuk
bukan penyandang disabilitas. Sementara itu, APS terendah terjadi pada
kelompok umur 19-24 tahun, yaitu 12,96% untuk penyandang disabilitas
dan 24,53% untuk penyandang bukan disabilitas.®

Penyebab minimnya pendidikan bagi penyandang disabilitas
adalah, di antaranya, karena sebagian besar dari mereka berasal dari
ekonomi miskin, dan pendidikan merupakan titik putih dari lingkaran
hitam daur hidup kemiskinan penyandang disabilitas. Hambatan yang
dirasakan oleh penyandang. disabilitas adalah masyarakat belum bisa
menerima mereka, dan bahkan sebagian orang tua merasa takut jika
anaknya atau keluarganya bergaul dengan penyandang disabilitas.®

Sedangkan data perbandingan akses pendidikan laki-laki dan
perempuan penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2012 dapat dilihat
pada tabel berikut:

7 Ibid.

8 Protret Pendidikan Statistik Pendidikan tahun 2018, Diterbitkan Badan
Pusat Statistik Pendidikan Jakarta, Indonesia, tahun 2018, 42-47

® www.sapdajogja.org, diakses tanggal 29 Maret 2014
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Tabel 1. Perbandingan Pendidikan
Penyandang Disabilitas Laki-laki dan Perempuan di Indonesia

2012
Jenis Pendidikan - Jer_ns Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan

Tidak Sekolah/Tidak | 157 191 406,152 837,343
Tamat SD
SD 234,316 152,436 386,752
SLTP 60,052 31,144 91,196
SLTA 44,995 19,778 64,773
D1/D2 277 137 414
D3/Sarjana Muda 1,913 981 2,894
S1/D4 3,481 1,463 4,944
S2/S3 148 L 3) 203
Jumlah 776,373 612,146 1,388,519

Sumber: Pusdatin Kementrian sosial Rl 2012

Tabel di atas menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan
maka angka partisipasi perempuan penyandang disabilitas untuk
mengenyam pendidikan semakin rendah. Memang, angka penyandang
disabilitas yang tidak bersekolah bagi laki-laki lebih tinggi yakni 431,191
orang dan perempuan sebanyak 406,152 orang. Akan tetapi, mulai dari
sekolah dasar hingga perguruan tinggi angka partisipasi pendidikan bagi
penyandang disabilitas laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan.
Berdasarkan jenis kelamin, penyandang disabilitas yang mengenyam
pendidikan SD' adalah 234.316 laki-laki dan 152.436 perempuan.
Penyandang disabilitas yang bersekolah hingga SLTP sebanyak 60.052
laki-laki dan perempuan hanya ada 31.144 orang. Di tingkat SLTA,
partisipasi laki-laki penyandang disabilitas sebanyak 44.995 orang dan
perempuan 19.778 orang. Jumlah keseluruhan partisipasi pendidikan
penyandang disabilitas di perguruan tinggi terdapat 5.819 laki-laki
sedangkan perempuan ada 2.636 orang. Data tersebut memperlihatkan
masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan penyandang



disabilitas dalam memperoleh pendidikan.

Menariknya data yang diolah oleh The SMERU Research Institute
pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Murni
(APM) pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas dibanding
penyandang disabilitas laki-laki. Usia melek huruf penyandang disabilitas
sebanyak 90,96%, laki-laki 91,43% sedangkan perempuan 90,36%.
Penyandang disabilitas yang memasuki jenjang pendidikan SD 89,89%,
laki-laki (90,47%) perempuan (88,97%), SMP 48,79 % dengan rincian
laki-laki (47,09%) perempuan (51,09%), SMA sebanyak 24,73% dengan
perbandingan laki-laki (21.60%) dan perempuan (28.79%), sedangkan
yang masuk perguruan tinggi sebanyak 7,74% dengan jumlah perempuan
lebih banyak yakni 10,69% dan laki-laki seanyak 5,54%. Secara rinci
dapat dilihat di tabel berikut:

10 Jend Franciscus Adi Prasetyo, “Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara
Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah dan Tantangan,” Buletin
Jendela, Semester 2 tahun 2014, 35.



Tabel 2. Capaian Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang
Disabilitas (dalam Persen)

Nonsisabilitas | Disabilitas
Angkamelek | ;. 15-44 tahun 99,24 90,96
huruf

laki-laki 99,43 91,43
Perempuan 99,04 90,36
SD 97,65 89,82
laki-laki 97,86 90,47
Perempuan 97,43 88,97
SMP 79,10 48,79
laki-laki 78,48 47,09
Perempuan 79,77 51,09
SMA 61,00 24,73
laki-laki 60,12 21,60
Perempuan 61,90 28,79
PT 18,71 7,74
laki-laki 17,47 5,54
Perempuan 19,98 10,69

ijazah tertinggi

(usia > 15 Tidak punya ijazah

tahun) b 24,31 53,78
SD/Sederajat 25,68 24,31
SMP/sederajat 21,67 9,13
SMA/sederajat 26,95 9,89
Perguruan Tinggi 8,97 2,90
Total 100,00 100,00

Sumber: Penelitian SMERU disarikan Susenas 2018

Meskipun data tersebut menunjukkan angka pendidikan bagi
penyandang disabilitas perempuan lebih tinggi dari pada penyandang
disabilitas laki-laki, namun pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan
penyandang disabilitas lebih rendah dari pada perempuan non disabilitas.
Data di atas menunjukkan perempuan non disabilitas yang mengenyam



pendidikan SD sebanyak 97,43%, sedangkan perempuan penyandang
disabilitas sebanyak 88,97%. Di jenjang SMP sebanyak 79,77%
perempuan non disabilitas yang terpenuhi hak pendidikannya sedangkan
perempuan penyandang disabilitas hanya 51,09% saja. Memasuki SMA,
keikutsertaan perempuan non disabilitas dalam pendidikan sebanyak
61,90% dan hanya ada 28, 79% saja perempuan penyandang disabilitas
yang mendapat hak pemenuhan pendidikan. Hingga memasuki jenjang
perguruan tinggi, hanya ada 19,98% perempuan non disabilitas dan
10,69% perempuan penyandang disabilitas yang terpenuhi haknya di
bidang pendidikan.!

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dinas sosial setempat
menyebut jumlah penyandang disabilitas mencapai 29,530 orang. Dari
semua wilayah di DIY, jumlah tertinggi ada di Gunungkidul yaitu 8.594
orang, Kabupaten Sleman sebanyak 6.669 orang, Bantul 6.525 orang,
Kulonprogo sebanyak 5.775, dan ada 1.967 penyandang disabilitas di
Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, tingkat pemerataan pendidikan
penyandang disabilitas di DIY pun masih sangat memprihatinkan.
Sebanyak 1.692 penyandang disabilitas yang tidak mengenyam
pendidikan yang jika dirunut dari masing-masing tingkat sebagai berikut:
prasekolah 125 anak, taman kanak-kanak sejumlah 119, pendidikan SD
554 orang, tahap SMP 396 orang, dan SMA/sederajat 498 orang.*2

Rendahnya pendidikan bagi penyandang disabilitas ini bisa
disebabkan dua faktor, kultural dan struktural. Secara kultural masih
banyak keluarga beranggapan pendidikan tidak penting bagi penyandang
disabilitas. Pemikiran semacam ini salah satunya didasari pemahaman
agama yang masih rendah. Pemahaman keagamaan tentang hak
pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi keliru mana kala
berhenti pada pemahaman bayani saja belum merambah pada pola pikir
burhani dan irfani. Salah satu pola pikir bayani adalah menganggap
disabilitas sebagai sebuah takdir yang harus diterima dengan sabar dan

1 Hastuti dkk, “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif
Penyandang Disabilitas,” Kertas Kerja The SMERU Research Institute, April
2020, 22.

12 «Anak Penyandang Disabilitas Tidak Sekolah,” dalam
www.radarjogja.jawapost.com, 27 April 2018, diakses 22 Agustus 2020.
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ikhlas. Keluarga dalam hal ini orang tua menguatkan dirinya untuk
menerima pemberian Tuhan dengan anak penyandang disabilitas dengan
konsep takdir, ikhlas, dan pasrah. Pandangan orang tua tentang takdir
kedisabilitasan ini salah satunya disampaikan oleh Kara'® yang
melakukan penelitian keluarga yang memiliki anak penyandang
disabilitas.

Pentingnya menafsirkan Al-Qur’an dengan nalar irfani, tidak
berhenti pada bayani dan burhanisaja. Sebagaimana yang dikatakan oleh
M. Amin Abdullah* bahwa pentingnya menumbuh suburkan nalar
irfani”. Kebenaran apapun, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan
kehidupan sosial-keagamaan, adalah bersifat intersubjektif. Apa yang
dirasakan oleh penganut suatu kultur, ras, agama, kulit, atau bangsa
tertentu, dengan sedikit tingkat perbedaan, juga dirasakan oleh manusia
dalam kultur, ras, agama, kulit dan bangsa lain.'® Dalam hal ini, termasuk
pula ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas
dan turut andil dalam melakukan perubahan kebijakan bagi kaum
penyandang disabilitas. Jika dikaitkan dengan pandangan M. Amin
Abdullah di atas, masih banyak ditemukan para mufasir yang

13 Kara, E. (2008). “Parents having mentally retarded children and their
assesment of their children’s situation in terms of religion”. Ondokuz Mayis
University Faculty of Theology Journal, 26 (26-27), 317-331. dalam Osman
Hatun, Fazilet Yavuz-Birben, Zepnep Ince &Gulay KalkanYeni, “The Ticket
to Heaven: A Spiritual Resource for Coping with Disability,” Journal of
SRPIRITUALPSIKOLOGI AND COUNSELING, 2016, 211.

14 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan
Integratif-Interkoneksi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 214.

15 Nalar Irfani adalah agar memahami keberadaan orang lain atau
kelompok lain yang berbeda (understanding others). Caranya ialah dengan
menumbuhkan sikap empati dan simpati yang berpegang teguh kepada prinsip-
prinsip universal reciprocity (bila merasa sakit dicubit, maka janganlah
mencubit orang lain). Langkah-langkah itu akan mengantarkan tradisi
epistemologi /rfani dalam pola pikir yang lebih bersifat unity in difference,
toleran, dan plural. Dengan demikian hubungan antar “subjek” dan “objek”
bukan lagi bersifat subjektif (seperti yang biasa terjadi dalam tradisi bayani) dan
bukan pula bersifat objektif (seperti yang biasa ditanamkan dalam tradisi
burhani), tetapi lebih kepada sifat intersubjektif.

16 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan
Integratif-Interkoneksi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 214.



menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan tentang penyandang disabilitas
terbatas pada makna bayani saja, belum melibatkan burhani dan irfani.
Ketika pemahaman ayat-ayat yang berkaitan tentang penyandang
disabilitas berhenti di bayani dan burhani saja, maka akan berakibat
kepada perilaku umat Muslim yang hanya berhenti pada pengakuan
keberadaaan penyandang disabilitas tanpa melakukan tindakan nyata
untuk melakukan pembelaan dan advokasi terhadap penyandang
disabilitas.

Menurut M. Amin Abdullah,'” alangkah sangat disayangkan
hingga kini agama masih banyak disampaikan secara ‘u/um al-din.’®
Pemahaman tentang realitas kehidupan sosial keagamaan dan sosial-
keislaman akan lebih memadai apabila menerapkan pendekatan-
pendekatan ilmu umum yakni sosial, antropologi, budaya dan yang
lainnya'®, maka pendekatan ‘Ulum al-din tidak cukup, diperlukan
pendekatan al/-fikr al-islamy dan Dirasat Islamiyah.”’ Kedua pendekatan

7M. Amin Abdullah, M. Amin Abdullah, “Mempertautkan  Ulum al-
din, Al-Fikr Al-Islami dan Dirasat Islamiyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk
Peradaban Global,” : www.aminabd.wordpress.com, diakses pada 30 April
2019.

18 ¢ Ulum al-din yaitu, seputar kalam, fikih, tafsir hadis dan Al-Qur’an,
faraid, akidah, akhlak, ibadah, dan lain-lain (nahAwu, saraf, balagah, badi’, dan
‘arud) dengan ilmu bantunya bahasa Arab. “ Ulum al-din yang diselenggarakan
oleh masyarakat sekarang ini, sangat terasa sangat “lokal”, dangkal, parsial
(sepotong-potong), terkotak-kotak (terbatas cara pandangnya), dan parokial
(sempit)

19 Seperti sosiologi (susiulujiyah), antropologi (antrupulujiyah),
kebudayaan (saqafiyah), dan sejarah (tarikhiyah). Seorang filsuf Muslim Ibnu
Rusyd sangat menekankan proses kerja akal pikiran seperti ini sebagaimana
yang dilakukan dan dikonseptualisasikan oleh Aristoteles. Fungsi akal pikiran
yang bersifat heuristik dengan sendirinya akan membentuk budaya kerja
penelitian yang bersifat eksplanatif, eksploratif maupun verifikatif.

20 Dialog, perbincangan, dan pembahasan yang mendalam tentang isu-
isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, gender (partisipasi wanita dalam
kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan), pluralitas agama, serta
hubungan dan hukum internasional yang menggunakan metode dan
pendekatan campuran antara al-fikr al-Islami dan dirasat islamiyah memberi
hasil yang sangat berbeda dengan pendekatan ‘w/um al-din yang masih
menggunakan perspektif metodologi keilmuan lama.?® Begitupula dalam
memahami penyandang disabilitas, diperlukanlah pendekatan metode dirasat
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ini dapat menghasilkan ilmu-ilmu sosial yang sangat kontekstual seperti
Hak Asasi Manusia (HAM), gender (kesamaan hak perempuan dalam
politik, ekonomi, sosial dan pendidikan), trafficking, dan termasuk juga
dalam hal ini permasalahan isu ketidakadilan bagi penyandang
disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik.

Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia dapat mencapai
kesempurnaan penuh dengan mengembangkan sifat-sifat positif, sifat-
sifat yang telah ada dalam diri individu manusia.?! Dalam pandangan
hidup Muslim, konsep kesempurnaan dan ketidaksempurnaan secara fisik
hanya sedikit yang diaplikasikan. Dengan demikian, sama halnya pula
dengan konsep sempurna dan tidak sempurna. Sikap al-Qur’an terhadap
semua manusia dapat mengacu kepada ayat ini:

5 Gas a&ites 5 (35 K Ge ARGER G Gl Gl

Z0%

s e DU G478 ) Te 28681 EE) ol
(VT : <l jaall)

Artinya: “Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
(Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

Setiap orang diciptakan dari ayah dan ibu yang sama, setara dalam
asal-usul biologisnya. Hal ini tercermin dalam persamaan martabat
manusia. Ayat tersebut ada hubungannya dengan ayat sebelumnya

islamiyah, yakni pendekatan sosiologi dan antropologi agama. Bagaimana
pandangan agama Islam terhadap hak bagi kaum penyandang disabilitas, baik
hak dalam memperoleh pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan, dan yang
lainnya kemudian dibenturkan dengan realitas sosial kaum penyandang
disabilitas apakah mereka mendapatkan hak-hak tersebut atau tidak. Diskursus
ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti dengan menggunakan sosiologi dan
antropologi agama.

2L Muhamed Asad, Islam at the Crossroads (Kuala Lumpur: The Other
Press, 1999), 12-13.
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tentang larangan Allah memperolok orang lain. Allah menganjurkan agar
manusia menghormati dan menjaga martabat dirinya dan orang lain.
Evolusi manusia menjadi “negara dan suku” dimaksudkan mendorong
mereka agar dapat memahami dan menghargai kesatuan manusia dan
tidak mementingkan perbedaan di antara mereka.?? Menurut ayat
tersebut, manusia paling mulia di hadapan Allah adalah ia yang paling
mendalam ketakwaannya. Ukuran Allah dalam menilai manusia bukanlah
bergantung dari atribut fisik atau prestasi material, tetapi berdasar
kedewasaan rohani dan pengembangan etika. Selain itu, ayat tersebut juga
membahas tentang kesetaraan gender. Derajat yang paling tinggi di
hadapan Allah bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi ditentukan
oleh ketakwaan setiap individu. Jadi, laki-laki maupun perempuan
berpeluang untuk mendapatkan derajat yang tinggi dihadapan Allah.

Rendahnya akses pendidikan bagi perempuan penyandang
disabilitas disebabkan karena sebagian besar masyarakat hingga kini
masih beranggapan bahwa perempuan sebagai gender yang lemah dan
tidak bisa mandiri. Kedua ciri ini juga melekat kepada penyandang
disabilitas, sehingga status sosial perempuan penyandang disabilitas
adalah perempuan yang lemah, tergantung, dan pasif. Ciri-ciri ini
diciptakan oleh lingkungan sosial.?®

Pada era teknologi informasi dan pemikiran yang sudah maju ini
ternyata ketidakadilan gender masih menjadi masalah yang belum dapat
diselesaikan sepenuhnya hingga kini. Bila satu keluarga memiliki sumber
keuangan terbatas, prioritas; pendidikan sekolah akan diberikan kepada
anak laki-laki. Orang tua tidak menilai potensi intelektual yang baik dari
anak perempuan di keluarga itu.?* Ketidakadilan gender dengan
sendirinya juga menimpa perempuan penyandang disabilitas. Mereka
terpinggirkan dalam semua aspek kehidupan, seperti akses informasi,

22 Muhamed Asad, Message of the Qur’an (Lahore: Maktaba Jawahar
Ul-Uloom, 1980).

3], Morris, “Gender and Disability”, dalam John Swain, Vic
Finkelstein, Sallly French, dan Mike Oliver (peny.), Disabling Barries-Enabling
Environments (London: Sage Publications, 1998), 85-95.

2 Walter Lee Willliam, Javanese Lives: Women and Men in Modern
Indonesian Society (New Brunswick & London: Rutgers University Press, 1991).



12

pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, terutama di negara berkembang.
Perempuan penyandang disabilitas dibiarkan dan disembunyikan serta
kebutuhan dan hak mereka terabaikan. Mereka mengalami diskriminasi
karena alasan gender perempuan, penyandang disabilitas, dan miskin. Di
antara sesama perempuan pun kerap kali perempuan penyandang
disabilitas dipandang tak berarti. Bahkan terhadap laki-laki penyandang
disabilitas, kedudukan perempuan penyandang disabilitas tidak setara.?
Laki-laki penyandang disabilitas lebih banyak mendapatkan kesempatan
pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Akibat ketidaksetaraan ini, secara
ekonomi perempuan penyandang disabilitas menjadi beban bagi
keluarganya.?

Permasalahan yang dialami perempuan penyandang disabilitas di
pedesaan lebih berat. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan
yang lebih rendah. Angka buta aksara yang tinggi semakin memperparah
nasib mereka, sehingga mereka tidak tahu cara mengakses berbagai
fasilitas dan pelayanan. Di samping itu, kondisi pedesaan sendiri hampir
tidak menyediakan fasilitias pendidikan, pekerjaan, dan alat-alat bantu
mobilitas fisik yang memadai. Dengan demikian, perempuan penyandang
disabilitas di pedesaan menjadi tertinggal dan terlantar.?” Selain itu,
perempuan penyandang disabilitas yang berada status ke-disabilitas-
annya dan ke-wanita-annya mendapatkan dua identitas minor dalam
dirinya, atau bisa dikatakan mendapat ‘“dosis ganda” diskriminasi,
stereotipe, dan. beberapa  hambatan  untuk A mencapai tujuan hidup
mereka.?® Sekalipun perempuan penyandang disabilitas memperoleh

% purusotam N, “Between Cimplince and Resitance; Woman and The
Middle Class Way of Life in Singapore”, dalam Krishna Sen & Maila Stivens
(peny.), Gender and Power in Affulen Asia (London & New York: Routledge,
1998), 127 dan 166.

% Turmusani, “Work and Adulthood: Economic Survival in the
Majority Word”, dalam Mark Priestley (peny.), Disability and the Life Course,
Global Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 192-205.

2" Inge Komardjaja. Mencari Ruang Untuk Difabel, “Perempuan
Peyandang Cacat dan Lingkungan Binaan yang Penuh Hambatan”, Jurnal
Perempuan, edisi 56, Februari 2010, 31-33

28 Fine dan Asch, “Disability Beyond Stigma: Social Interaction,
Diskrimination, and Activism,” Journal of Social Issues Vol. 44, No 1, 1988, 3-
21.
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kekuatan besar, ketahanan, dan kreativitas dari beberapa identitas
mereka, tetapi di sisi lain mereka juga menghadapi konsekuensi
diskriminasi. Contohnya adalah rendahnya tingkat lapangan kerja, upah
yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, tingginya tingkat kekerasan
seksual dan fisik, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan,
termasuk perawatan kesehatan reproduksi perempuan penyandang
disabilitas.?

Kondisi ekonomi beberapa perempuan penyandang disabilitas
lebih banyak yang miskin daripada laki-laki penyandang disabilitas, dan
perempuan penyandang disabilitas juga lebih banyak yang miskin dari
perempuan normal. Isu-isu gender dan penyandang disabilitas hampir
seluruhnya absen dari kebijakan pemerintah, baik dalam hal pendidikan,
pekerjaan, dan yang lainnya. Sebenarnya jika akses perempuan
penyandang disabilitas dalam pendidikan bisa ditingkatkan, maka hal ini
dapat mengubah Kkarier pekerjaannya. Namun kebanyakan dari
perempuan penyandang disabilitas yang sudah ada di perguruan tinggi
akan menghentikan akses pendidikan mereka atau dinonaktifkan. Ini
artinya perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi saat
mereka merencanakan masa depan. Selain itu, pengalaman diskriminasi
ini lebih banyak dialami perempuan penyandang disabilitas dibandingkan
dengan rekan-rekan mereka yang laki-laki.*

Hasil observasi penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa
keluarga tidak mengizinkan anggota keluarganya yang penyandang
disabilitas, baik anak: atau. anggota keluarga lainnya untuk bertemu
dengan orang lain.' Alasannya adalah mereka tidak menginginkan aib
keluarga menjadi ‘konsumsi ‘publik. Selain itu beberapa keluarga
mengurung anak perempuannya yang penyandang disabilitas dan tidak
memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dan bersosialisasi
dengan masyarakat karena mereka khawatir anak perempuan tersebut

29 Barbara, Women and Girls with Disabilities: Defining the Issues, An
Overview (Washington DC: Center for Women Policy Studies and Women and
Philanthropy, 1999), 5.

% Gillian Parker, C Grebe, M Hirst, M Hendey, G Pascall, Double
Discrimination? Gender and Disability in Access to the Labour Market (New
York: University of York, Social Policy Research Unit, 2008), 27.
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mengganggu tetangganya.

Jika sebuah keluarga memiliki anak perempuan penyandang
disabilitas, sedangkan anak laki-lakinya bukan penyandang disabilitas,
maka mereka lebih mengutamakan anak laki-lakinya mendapat
pendidikan. Selain itu, jika keluarga memiliki dua anak perempuan dan
salah satu anak perempuannya penyandang disabilitas, maka yang akan
diutamakan mendapakan pendidikan adalah anak yang non disabilitas.
Hal tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi perempuan
terdiskriminasi dari anak laki-laki atau perempuan non disabilitas di
sebuah keluarga.

Kondisi di atas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang
hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. Hal ini menjadi
penting untuk dilakukan karena posisi perempuan penyandang disabilitas
yang mengalami triple diskriminasi, yakni kemiskinan, budaya
(perempuan gender yang lemah), dan sangat berpotensi pula
mendapatkan diskriminasi dalam hal pendidikan.

Secara struktural kesempatan penyandang disabilitas dalam
mengakses pendidikan masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan
ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan inklusi baik
dari tenaga pengajar (SDM), sarana prasarana, kurikulum dan yang
lainnya. Stigma kedisabilitasan juga menjadi penghambat bagi
penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan inklusi di jalur
formal, mayoritas penyandang disabilitas lebih diarahkan ke sekolah
khusus yakni Sekolah Luar Biasa (SLB)*

Sudah-ada kajian-kajian /s/lamic Studies di UIN Sunan Kalijaga
yang membahas kajian literasi mengenai ajaran Islam secara ‘w/um al-
din dan kajian tentang a/-fikr al-din. Penelitian ini akan menguatkan dan
menambah khazanah intelektual dan akademik tentang gender dan
penyandang disabilitas dalam rangka kajian *“Zs/amic Studies”.

Penelitian berjudul Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas

31 Yuda, “Pendidikan Vokasi untuk Difabel Jangan Terjebak Stigma
Pekerjaan,” www.solider.id, 18 Juli 2019, diakses tanggal 21 Agustus 2020.
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Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta: Islam, Gender, dan Politik
ini mengelaborasi titik temu antara konsep keilmuan Islam ‘Ulumu al-
Din’ ke ‘Dirasat Islamiyyah’ dengan ilmu sosial yakni gender dan
disabilitas dalam menganalisis, yakni mempertemuan analisis
intersection (irisan antara gender dan disabilitas), a/-Fikr al-Din (konsep
berpikir bayani burhani dan irfani) ‘Dirasat Islamiyyah’ dan teori model
(medical modell carity model, social model dan social-relational model).
Analisis intersection digunakan untuk melihat adanya irisan diskriminasi
yang berbasis gender dan disabilitas yang dialami perempuan
penyandang disabilitas dipertemukan dengan al-Fikr al-Din ‘Dirasat
Islamiyyah’ yakni pendekatan bayani burhani dan irfani untuk melihat
konsep berpikir keluarga Muslim dan masyarakat dalam memberikan
akses pendidikan kepada perempuan penyandang disabilitas, kemudian
dikawinkan dengan teori model, yakni pendekatan medical model carity
model, social model dan social-relational model untuk melihat pola
advokasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam
memberikan akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas
untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

B. Perumusan Masalah

a. Bagaimanakah pandangan keluarga Muslim di DIY tentang
penafsiran disabilitas?

b. Bagaimanakah konstruksi gender dalam mempengaruhi hak
pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas?

c. Bagaimanakah peran pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam
mewujudkan pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas?

C.  Tujuan Penelitian

Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji pandangan umat Muslim di
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menafsirkan ayat-ayat disabilitas.
Disertasi ini kemudian melihat sejauhmana konstruksi gender
mempengaruhi akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas
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dan memaparkan peran pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
memberikan akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Tema-tema mengenai penyandang disabilitas sudah banyak ditulis,
baik dalam bentuk artikel, karya ilmiah, buku, ataupun penelitian skripsi,
tesis, dan disertasi. Kebanyakan tema kajian penyandang disabilitas
melingkupi hak-hak penyandang disabilitas secara umum, sedangkan
tema yang spesifik tentang penyandang disabilitas perempuan masih
belum optimal. Sebagian besar bahasan tentang penyandang disabilitas
perempuan berkutat dalam studi mengaitkan hubungan antara gender dan
perempuan. Namun, belum banyak yang menulis tentang hak pendidikan
bagi perempuan penyandang disabilitas. Di antara buku-buku yang
membahas tentang penyandang disabilitas tersebut akan dijabarkan di
bawah ini.

1. Pendidikan dan Disabilitas

Pustaka yang membahas tentang pendidikan disabilitas di
antaranya adalah artikel oleh Andayani dan Muhrisun Afandi*? yang
membahas akses pendidikan penyandang - disabilitas berjudul
“Pemberdayaan dan Pendampingan komunitas Penyandang Disabilitas
dalam mengakses Pendidikan Tinggi.” Artikel ini adalah hasil dari
pengabdian - masyarakat. tentang  advokasi -komunitas: penyandang
disabilitas dalam meangakses pendidikan tinggi. Dijelaskan bahwa
hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi di
antaranya Dinas Sosial yang lebih memfokuskan kegiatan vokasi dan
mengesampingkan kemampuan akademik penyandang disabilitas. Di sisi
lain guru tingkat pendidikan SLTA kurang membuka ruang informasi
peluang masuk perguruan tinggi bagi siswa penyandang disabilitas untuk
mengakses perguruan tinggi. Ditambah lagi asumsi-asumsi yang

32 Andayani dan Muhrisun Afandi, “Pemberdayaan dan Pendampingan
komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi,”
Aplikasi: Jurnal Aplikasi llmu-llmu Agama, vol. 16, no. 2, 2016, 153-166.
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berkembang di masyarakat tentang ketidakmampuan penyandang
disabilitas mengakses perguruan tinggi yang diamini oleh penyandang
disabilitas sendiri serta tidak adanya dorongan dan motivasi dari keluarga
kepada penyandang disabilitas untuk mengakses perguruan tinggi.
Akhmad Soleh®* menyajikan hasil penelitian dalam tesisnya tentang
persamaan kesempatan dalam pendidikan penyandang cacat tunanetra,
tunadaksa, dan tunarungu di lembaga pendidikan Departemen Agama.*
Sedangkan artikel yang membahas tentang diskriminasi terhadap
perempuan penyandang disabilitas ditulis oleh Fine dan Asch® berjudul.
“Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Discrimination, and
Activism”. Artikel ini menjelaskan bahwa perempuan penyandang
disabilitas dengan status kedisabilitasannya dan kewanitaannya
mendapatkan dua identitas minor dalam dirinya. Bisa dikatakan bahwa
dia mendapat “dosis ganda” diskriminasi, stereotipe, di samping beberapa
hambatan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Artikel yang senada
ditulis oleh Barbara,®® berjudul “Women and Girls with Disabilities:
Defining the Issues, An Overview”. Barbara mepaparkan bahwa
perempuan penyandang disabilitas memperoleh kekuatan besar,
ketahanan, dan kreativitas dari beberapa identitas mereka. Meskipun
demikian, tegas Barbara, mereka menghadapi konsekuensi diskriminasi.
Contohnya adalah rendahnya tingkat lapangan kerja, upah yang rendah,
tingkat pendidikan yang rendah, tingginya tingkat kekerasan seksual dan
fisik, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk
perawatan kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas.
Kajian Lailiyah®” memaparkan tentang peran pemerintah dalam

33 Akhmad Soleh, “Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang
Demokratisasi Pendidikan dalam konteks Perlakuan terhadap Penyandang
Cacat,” Tesis Magister (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2005).

3 1bid.

% Fine dan Asch, “Disability Beyond Stigma: Social Interaction,
Diskrimination, and Activism,” Journal of Social Issues, vol. 44, no 1 (1988), 3-
21.

3 Barbara, “Women and Girls with Disabilities: Defining the Issues, An
Overview”, 5.

37 Lailiyah, A. “Jika Pihak Sekolah Menolak Difabel”. In: Salim, 1.,
and Syafi’ie,M.(eds)HidupdalamKerentanan: NarasiKecilKeluargaDifabel.
Yogyakarta: SIGAB. 2015, 126-146.
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memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan
memfasilitasi segala kompleksitas permasalahannya baik masalah
transportasi, ekonomi dan kebijakan beberapa sekolah yang masih
menolak siswa penyandang disabilitas. Sedangkan artikel Agus Sri dan
Ajiwan Arif®® menegaskan bahwa kejar paket adalah alternatif bagi
penyandang disabilitas untuk mengejar ketertinggalan dalam
memperoleh pendidikan. Selain itu dukungan peran orang tua dalam
memberikan motivasi untuk mengeyam pendidikan ditulis oleh Hewett
dan Frenk D* tentang peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus
adalah sebagai berikut: 1.) Sebagai pendamping utama (as aids), yaitu
sebagai pendamping utama yang dalam membantu tercapainya tujuan
layanan penanganan dan pendidikan anak. 2.) Sebagai advokat (as
advocates), yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam
kesempatan mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik
khususnya. 3.) Sebagai sumber (as resources), menjadi sumber data yang
lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku
anak. 4.) Sebagai guru (as teacher), berperan menjadi pendidik bagi anak
dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. 5.)Sebagai diagnostisian
(diagnosticians) penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan
berkemampuan melakukan treatmen, terutama di luar jam sekolah.

Di sisi lain artikel yang ditulis oleh Belanger®® dan Maertens*
memaparkan tentang implikasi keberhasilan program pendidikan inklusi

38 Agus Sri dan Ajiwan Arif, Akses Pendidikan Formal Penting Bagi
Difabel: Program Kejar Paket jadi Solusi Hambatan Batasan Usia,
www.solider.id, 11 September 2019, diakses tanggal 28 Agustus 2019

3% Hewett dan Frenk D, The Emotionally Child in The Classroom
Disorders (USA: Ellyn and Bacon, Inc, 1968), 9. Dalam Wari Setiawan,
Internalisasi Nilai Pendidikan Islam dan Habit Information pada Anak
Berkebutuhan Khusus di Tangerang Selatan, Indo-Islamika, Volume 7
No.1 Januari-Juni 2017, 56

40 Bélanger, S. Attitudes des différents acteurs scolaires a 1’égard de
I’inclusion. InN. Rousseau and S. Bélanger (Eds.), La pédagogie de I’inclusion
scolaire, Presses de I’Université du Québec. 2004, 37-55

41 Maertens, F. Evolution des services éducatifs publics du Québec
destinés aux éléves ayant des besoins particuliers. In N. Rousseau and S.
Bélanger (Eds.), La pédagogie de I’inclusion scolaire, Presses de 1’Université du
Québec, Ste-Fay, 2004, 21-34
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adalah adanya dukungan dan keaktifan guru dalam mengakomodasi
kebutuhan semua siswa dalam kelas, tidak ada paksaan dan tidak
mengurangi hak siswa. Sedangkan artikel Sugiarman dalam Smith*? dan
Schimdt dan Venet M* dalam Sugiarman memaparkan bahwa sekolah
inklusi memberikan kesempatan sekolah kepada anak berkebutuhan
khusus yang mendapatkan hambatan letak sekolah SLB yang jauh,
dengan mengoptimalkan potensi dan memenuhi kebutuhan belajarnya.
Dengan harapan sekolah inklusi dapat mengakomodir semua siswa akan
kebutuhan hak pendidikan selama kelasnya sesuai dengan perkembangan
usia mereka.**

2. Gender dan Disabilitas

Terdapat beberapa studi tentang penyandang disabilitas, gender,
dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Di antaranya adalah buku
Disability, Human Rights and Education: Cross Cultural Perspective
karya Felicity Armstrong dan Len Barton.”® Buku ini berisi tentang
pentingnya pemahaman lintas budaya informasi dari kebijakan dan
kegiatan bagi masyarakat yang berbeda, yakni dalam hal ke-disabilitas-
an, hak asasi manusia, dan pendidikan. Studi serupa lainnya adalah buku
Education, Equality, and Human Rights: Issues of Gender, Race,
Sexuality, Special Needs, and Social Class editan Mike Cole. Dalam buku
ini terdapat uraian Khusus tentang pengertian gender, identity, dan
equality yang ditulis dalam salah satu bab oleh Maublair dan Mace Cole.
Terdapat pula bab lainnya yang membahas disability discrimination, the
final frontier, disablement, history, dan liberation (diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas, batas akhir kedisabilitasan, sejarah, dan
pembebasan bagi penyandang disabilitas) yang ditulis dalam satu bab

42 Smith, D.J. (2012), Inclusion, School for All Student, penerjemah:
Denis, E. Bandung: Penerbit Nuansa.

4 Schmidt, S & Venet, M. (2012). “Principals Facing Inclusive
Schooling or Integration. Canadian Journal of Education 35, 1 :217-238.

4 Sadioglu, O. Batu, S. Bilgin, A dan Oksal, A. 2013. Problem,
Expectations, and Suggestion of Elementary Teacher Regarding Inclusion.
Educational Science: Theory & Practice. DOI: 10.12738/estp.20133.1546.

4 Felicity Armstrong dan Len Barton, Disability, Human Rights, and
Education: Cros Cultural Perspective (McGraw-Hill Education, 1999).
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oleh Richard Rieser.*® Buku ini lebih menitikberatkan pembahasan
mengenai pendidikan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (HAM)
pada abad kedua puluhan.

Sedangkan kajian yang lebih spesifik membahas perempuan
penyandang disabilitas, di antaranya adalah Gender and Disability
Women's Experiences in the Middle East oleh Lina Abu Habib*" yang
diterbitkan Oxfam tahun 1997. Dalam buku ini digambarkan bahwa
perempuan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi ganda, baik
dari segi gender dan ke-disabilitas-annya. Lalu, ada juga buku Gendering
Disability karya Bonnie G. Smith dan Beth Hutchison*® tahun 2004. Buku
ini mengupas tentang perbedaan antara penyandang disabilitas dan jenis
kelamin. Buku ini menyajikan temuan-temuan baru, tidak hanya tentang
diskriminasi yang dipraktikkan terhadap perempuan dan penyandang
disabilitas, tetapi juga tentang paralelisme produktif antara dua kategori
tersebut.

Beberapa tulisan yang membahas tentang gender dan Pendidikan,
seperti makalah yang ditulis oleh Sandra Acker*® berjudul, “Feminist
Theory and The Study of Gender and Education”. Makalah ini membahas
tiga kerangka teori utama feminis Barat-liberal, sosialis, dan radikal yang
diwujudkan dalam aplikasi pendidikan menurut konsep mereka. Feminis
liberal menulis tentang pendidikan dengan melakukan strategi merubah
praktik sosialisasi, mengubah sikap dan undang-undang, hingga
pengaplikasian undang-undang. Kritik terhadap. aliran liberal terlihat
pada keterbatasan konseptual dan- keengganan golongan ini untuk
menghadapi kekuasaan dan patriarki. Kaumfeminis sosialis menganalisis
peran sekolah dalam peran gender di bawah kapitalisme. Konsep
utamanya adalah reproduksi sosio-kultural dan di tingkat yang lebih

46 Moke Cole, et al, Education, Equality and Human Rights: Issue of
Gender, Race, Sexuality, Disability and Social Class (London: Routledge, 2006).

47 Lina Abu Habib,Gender and Disability Women’s Experiences in the
Middle East (Oxford: Oxfam: 1997).

48 Bonnie G Smith dan Beth Hutchison, Gendering Disability (New
Jersey: Rutgers University Press, 2004)

49 Sandra Acker, “Feminist Theory and The Study of Gender and
Education,” International Revue of Education- Revue International de
Pedagogie XXXIII (1987), 419-435.



21

rendah, penerimaan dan penolakan terhadap pola perilaku berbasis
gender. Sejauh ini, tulisan pendidikan sosialis-feminis lebih bersifat
teoritis daripada praktis. Inilah yang membuatnya dikritik karena terlalu
berpandangan determinisme dan landasan empiris yang tidak memadai.
Feminis radikal dalam bidang pendidikan, terutama berkonsentrasi pada
monopoli pengetahuan dan budaya laki-laki dan pada politik seksual di
sekolah. Strategi ini melibatkan prioritas perhatian perempuan dan anak
perempuan melalui kelompok-kelompok yang berbeda jenis kelamin, bila
perlu. Para kritikus berpendapat bahwa feminisme radikal cenderung
bergerak dalam reduksionisme biologis, deskripsi dari pada penjelasan
dan juga mengandung penulisan metodologis dari pada dalam beberapa
kategori lain dari beasiswa feminis. Semua kerangka teorinya patuh pada
tekanan yang sama termasuk kekuatan struktur yang menindas, ketahanan
individu, dan ketegangan antara universalitas (bagaimana perempuan itu
sama) dan keanekaragaman (bagaimana perempuan berbeda pada atribut
seperti kelas dan ras).

Studi-studi di atas telah membahas tentang hak bagi penyandang
disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dan kesetaraan gender bagi
perempuan penyandang disabilitas. Namun, buku-buku tersebut belum
ada pembahasan tentang pandangan agama tentang penyandang
disabilitas, khususnya agama Islam.

Beberapa studi yang membahas tentang penyandang disabilitas
adalah, di antaranya, artikel yang ditulis. Arif Maftuhin, “Mengikat
Makna Diskriminasi: - Penyandang -Cacat, Difabel, dan Penyandang
Disabilitas”.-Artikel ini memaparkan tentang pemaknaan penyandang
disabilitas, yakni dari penyandang cacat, difabel sampai penyandang
disabilitas, dengan memaparkan data lapangan dari dunia daring melalui
Google Trend.®® Sedangkan studi yang menjelaskan tentang sejarah
berkembangnya teori model adalah artikel yang ditulis oleh Ro’fah®!
berjudul “Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review.” Ro’fah

%0 Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat,
Difabel dan Penyandang Disabilitas”, INKLUASI: Journal of Disability Studies,
vol 3 no 2, Juli-Desember 2016, 139-162.

51 Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review,” Jurnal
Difabel, 2(1), 2015, 137-160.
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menguraikan terminologi medical model dan social model, Dijelaskan
bahwa social model mulai berkembang di Inggris sejak organisasi
UPIAS (The Union of the Physically Impaired Against Segregation)
mendeklarasikan perbedaan cacat (impairmen) dengan disability.

Serupa dengan studi Ro’fah yang mengkaji perdebatan teori model,
Sofiana Millati menulis artikel berjudul “Social-Relational Model dalam
Undang-Undang Penyandang Disabilitas”. Artikel ini memaparkan
pertarungan teori medical model dengan social model yang kemudian
mendorong kemunculan teori baru untuk menjembatani pertarungan
keduanya dengan teori social relational model.®? David Gillborn
menulis artikel berjudul , “Intersectionality, Critical Race Theory, and
the Primacy of Racism: Race, Class, Gender, and Disabilityin
Education”. Artikel ini mengeksplorasi kegunaan intersectional sebagai
aspek dari Critical Race Theory (CRT) dalam pendidikan. Menggambar
pada penelitian tentang orang tua pada kelas menengah kulit hitam di
Inggris, artikel ini mengeksplorasi peran berpotongan ras, kelas, jenis
kelamin dalam konstruksi dan penyebaran pendidikan bagi penyandang
disabilitas. Dalam kesimpulannya dikemukakan bahwa intersectionality
adalah aspek yang penting untuk dipahami dalam ketidaksetaraan ras
tetapi rasisme mempertahankan keutamaan bagi para sarjana ras Kritis
dalam tiga cara utama: yaitu, keunggulan empiris (sebagai poros utama
penindasan dalam realitas sehari-hari di sekolah), keutamaan
personal/autobiografi (sebagai komponen vital dalam bagaimana para
sarjana ras kritis memandang diri mereka sendiri dan pengalaman mereka
tentang dunia), dan keunggulan ‘politik (sebagai titik ‘koherensi dan
aktivisme kelompok).

Jacqueline Moodley dan Lauren Graham® menulis artikel berjudul

%2 Sofiana Millati, “Social-Relational Model dalam Undang-Undang
Penyandang Disabilitas,” INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. 3, No. 2
(Juli-Desember 2016), 285-304

8 David Gillborn “Intersectionality, Critical Race Theory, and the
Primacy of Racism: Race, Class, Gender, and Disability in Education,”
Qualitative Inquiry, Vol 2, No. 1 (2015), 277-287.

% Jacqueline, “Moodley dan Lauren Graham dengan tema “The
importance of Intersectionality in Disability and Gender Studies”, Agenda
104/29.2 2015. 24-33
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“The importance of intersectionality in disability and gender studies”.
Artikel ini mengupas investigasi ke dalam hubungan antara kemiskinan
dan disabilitas yang terbatas pada perspektif Afrika Selatan. Penelitian ini
menampilkan kesenjangan persimpangan antara gender, ras, dan
disabilitas. Pada 2007, Dedi Muhamamd Sidig menulis tesis berjudul
:Coping Strategies of Visually Difable Studens Toward Challenges in the
University Life: A Case Study at the State Islamic UIN Sunan Kalijaga.”
Tesis ini mengkaji tantangan akademik bagi mahasiswa difabilitas visual
yang menempuh pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga.> Penelitian
ini dilanjutkan oleh Tim Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan
Kalijaga pada 2010 untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang
dialami mahasiswa difabel (terutama pada tunanetra) di perguruan tinggi
Yogyakarta.*® Selain itu, pada 2014 Akhmad Sholeh menulis disertasi
berjudul “Aksesibilitas Pelayanan Penyandang Disabilitas terhadap

Perguruan Tinggi, studi kasus empat perguruan tinggi di Yogyakarta.”>’

3. Islam dan Disabilitas

Terdapat kajian tentang tentang penyandang disabilitas dalam
perspektif Islam. Di antaranya adalah buku Disability in Islamic Law oleh
Vardin Rispler-Chaim yang terbit pada 2007. Buku ini menganalisis sikap
kepada orang-orang dengan berbagai penyandang disabilitas berdasarkan
karya para ahli hukum Islam (fikih) pada Abad Pertengahan dan era
modern.%® Kemudian buku karya William Gaventa, David Coulter yang
berjudul Spiritual and. Intellectual Sisability International Perspectives
on the Effect of Cultural and Religion on Healing, Mind and Soul. Buku

% Dedi Muhammad Sidig, “Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,”
tesis magister (Yogyakarta: UIN Sunan Kaliljaga, 2007.

% Ro’fah Makin, dkk., Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies
Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra
(Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010).

57 Akhmad Sholeh, “Aksesibilitas Pelayanan penyandang disabilitas
terhadap Perguruan Tinggi, Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi di
Yogyakarta,” Disertasi (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2014).

%8 Vardin Rispler-Chaim, Disability in Islamic Law (Dordrecht:
Springer, 2006).
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ini mengajak pembaca mempelajari praktik keagamaan yang inklusif dari
seluruh dunia dengan perspektif multidisiplin dan antropologi,
spiritualitas, dan intelektual yang berpihak kepada penyandang
disabilitas.>® Selain itu, buku ini membahas pemaknaan bahasa dalam al-
Qur’an yang banyak mengandung makna metaforis, seperti dalam hal
memaknaan kata-kata yang berkaitan dengan penyandang disabilitas
dalam al-Qur’an. Kajian serupa ditulis oleh Bazna dan Hattab dalam
Bazna, S. Maysaa & Hattab, Tarek A. yang terbit dengan judul “Disability
in the Qur’an: the Islamic Alternative to Defining, Viewing and Relating
to Disability.”®® Di Indonesia sudah ada buku Figih Penguatan
Penyandang Disabilitas, diterbitkan oleh Lembaga Bahsul Masail (LBM)
PBNU bekerja sama dengan P3M dan PSLD-UB. Buku tersebut
mengupas lima penyebab penyandang disabilitas kurang diperhatikan
hak-hak-nya: pertama problem cara pandang yakni magis, naif dan kritis;
kedua, sikap dan perlakuan terhadap para penyandang disabilitas, ketiga
keterbatasan layanan publik yang ramah disabilitas, keempat keterbatasan
peluang kerja bagi penyandang disabilitas, kelima hambatan pelaksanaan
kewajiban keagamaan. Kemudian ada beberapa artikel jurnal yang
membahas pandangan Alqur’an terhadap disabilitas. Salah satu di
antaranya adalah artikel yang ditulis Sri Handayani yang mengangkat
tema difabel dalam Al-Qur’an yang membahas ayat-ayat tentang
disabilitas kemudian dikaitkan dengan realitas sosial. Dikemukakan
dalam artikel ini bahwa bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada
penyandang disabilitas dalam Alqur’an disimpulkan ada tiga hal yakni:
pertama tentang penggunaan istilah disabilitas yang tepat sebagai wujud
untuk tidak merendakan, kedua pemberian bantuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar, ketiga dukungan dalam kegiatan sosial yang terukur,
terstruktur dan terencana sebagai bentuk penguatan dan pemberdayaan

% William Gaventa, David Coulter dan Routledge, Spiritual and
Intellectual Disability: International Perspectives on the Effect of Culture and
Religion on Healing, Mind and Soul (London: Routledge, 2002).

60 Maysaa S. Bazna & Tarek A. Hattab, “Disability in the Qur’an: the
Islamic alternative to defining, viewing and relating to disability,” Journal of
Religion, Disability & Health 9 (1), 2002, 5-27 dalam Milles. M, “Islam,
Disability & Deafness: a Modern and Historical Bibliography,” Juli 2007.
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(ayyadakun bi nasribi) kepada penyandang disabilitas. 5!

Kajian pustaka tersebut di atas telah membahas tentang pendidikan
dan disabilitas, gender dan disabilitas serta Islam dan disabilitas, tetapi
belum membahas bagaimana hak pendidikan dan kesetaraan gender bagi
perempuan penyandang disabilitas. Letak perbedaan dari penelitian-
penelitian sebelumnya, adalah belum ada yang membahas secara specific
tentang hak-hak perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses
pendidikan. Oleh karena itu, disertasi ini diharapkan dapat menambah dan
menguatkan penelitian-penellitian  sebelumnya dan memperkaya
khazanah kajian keilmuan Islam dan Sosial di UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

E. Kerangka Teori
1. Konsep Keilmuan Islam: Dari ‘Ulum al-Din’ ke ‘Dirasat

Islamiyah’

Berbincang mengenai Islam, gender, dan disabilitas tidak terlepas
dari beberapa teori yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan saling
berkaitan antara ilmu agama dan ilmu umum. Islam sebagai disiplin ilmu
agama tidak dapat dipisahkan dari diskusi dan pembahasan tentang
permasalahan kasus di lapangan yang berkaiatan dengan ketimpangan
sosial, dalam hal ini seperti ketidakadilan gender dan diskriminasi
terhadap perempuan penyandang disabilitas. Bahwa membincang
permasalahan gender dan. disabilitas . merupakan - wilayah analisis
sosiologi dan antropologi. Dapat dikatakan bahwa Islam, sosiologi,
antropologi -saling 'berkaitan. Seperti teori yang dikeluarkan lan G
Barbour dan Holmes Rolston.

lan G. Barbour, seperti dipaparkan oleh M Amin Abdullah,%

61 Sri Handayani, Difabel dalam AlQur’an, INKLUSI:Jurnal of
Disability Studies, Vol 3 no 2 Juli-Desember 2016, h.267-284

62 M. Amin Abdullah, “Pendekatan Multidisiplin dalam Studi
Keislaman di perguruan Tinggi: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan
UIN Sunan Kalijaga,” disampaikan dalam Seminar Kondisi dan Prospek
Kemampuan Pendidikan Tinggi Mengembangkan llmu Pengetahuan (Jakarta:
Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia [AIPI] bekerjasama dengan
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2015), 1-3.
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menggambarkan keterkaitan hubungan antara ilmu agama dan ilmu
umum, menurutnya ada empat corak hubungan antara keduanya yaitu,
konflik, independen, dialog, dan integrasi. Secara teoretis Barbour® dan
Holmes Rolston 1115 mengelaborasikan tiga kata kunci hubungan agama
dan ilmu yang bercorak dialogis dan integratif, yakni semipermeable,
intersubjective testability, dan creative imagination.

Teori lan G Barbour dan Holmes Rolston tersebut diperkuat
dengan teori yang dikeluarkan oleh M. Amin Abdullah® tentang
integrasi, interkoneksi dan interdisiplin keilmuan di perguruan tinggi. M.
Amin Abdullah berpandangan bahwa dalam memahami Islam tidak
cukup dengan ‘w/um al-din, namun harus diimbangi dengan a/-fikr al-
Islami dan dirasat Islamiyah. Menurut M. Amin Abdullah, penting
menautkan tiga komponen, yakni hubungan dan jaringan intelektual
antara tradisi keilmuan ‘w/um al-din (religious knowledge), al-fikr al-
Islami (Islamic thought), dan dirasat Islamiyah (Islamic studies).
Pemahaman ‘w/um al-din sebagai representasi “tradisi lokal” keislaman
yang berbasis pada “bahasa” dan “teks-teks” atau nas-nas keagamaan,
al-fikr al-Is/ami sebagai representasi pergumulan humanitas pemikiran
keislaman  yang  berbasis  kepada  rasio-intelek.  Dirasat
Islamiyah atau Islamic studiessebagai klaster keilmuan baru yang
berbasis kepada paradigma keilmuan sosial kritis-komparatif melibatkan
seluruh pengalaman (experiences) umat manusia di alam historis-empiris
yang amat sangat beranekaragam.

Konsep Islam dan sains modern perlu dipertemukan, menurut M.

9 Tan G. Barbour, /ssues in Science and Religion (New York: Harper
Torchbooks, 1966), 182-285. Juga karyanya yang telah diterjemahkan ke daam
bahasa Indoensia, Juru bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama, terj. dari When
Science Meets Religion: Enemies, Strategrs or Partners, oleh E.R. Muhammad
(Bandung: Penerbit Mizan, 2002); dan Amin Abdullah, “Pendekatan
Multidisiplin dalam Studi Keislaman di Perguruan Tinggi, 11.

% Holmes Rolston 1II, Science and Religion: A Critical Survey (New
York: Random House Inc., 1987); dalam M. Amin Abdullah, “Pendekatan
Multidisiplin dalam Studi Keislaman di Perguruan Tinggi, 7.

% M. Amin Abdullah, “Mempertautkan ‘Ulum Al-Din, Al-Fikr Al-
Islami dan Dirasat Islamiyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban
Global,” www.aminabd.wordpress.com. diakses pada 30 April 2019.
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Amin Abdullah® Kalam, falsafah, fikih, dan dakwah sosial modern tidak
menolak keterlibatan sains (fisika, kimia, biologi, dan yang lainnya).
Demikian pula tidak menolak keterlibatan ilmu-ilmu sosial seperti
sosiologi, antoropologi, psikologi dan yang lainnya, kemudian
keterlibatan humanitas kontemporer (isu-isu kemanusiaan universal
seperti HAM, keadilan gender, hak anak, kekerasan mengatasnamakan
agama, perubahan iklim, dan persoalan yang lain).

M. Amin Abdullah®’ menegaskan bahwa ijtihad kontemporer
yakni kalam, fikih dan dakwah sosial harus mempertimbangkan tiga
prinsip dasar pola berpikir keagamaan Islam yang menyatu dalam gerak
melingkar, yaitu hadarah al-nasb, hadarah al-‘ilm, dan hadarah al-
falsafah. Hadarah al-nasb adalah pola pikir keagamaan Islam yang
dilandasi oleh budaya nas atau teks-bayani, hadarah al-‘ilm merupakan
pola pikir keagamaan yang ditopang oleh evidence-based of thought,
yakni ilmu-ilmu yang berdasarkan pada data-data empiris, (rasio-
burhani), sedangkan hadarah al-falsafah adalah pola pikir keagamaan
yang berlandaskan etik-transformatif-filosofis atau critical philosophy.
Di sinilah multidisiplin ilmu mengemuka, karena semuanya saling
berkaitan; hadarah al-nas dan ijtihad fikih, kalam dan dakwah sosial
modern tidak dapat berdiri sendiri tanpa hadarah al-ilm dan hadarah al-
falsafah. Begitu pula sebaliknya, monodisplin tidak dapat menjawab
perkembangan zaman. Lebih lanjut dijelaskan bahwa berpikir 7in-box
adalah corak tipikal berpikir monodisiplin. Maka perlu berpikir out of
the box dengan menautkan lintas keilmuan.

M. Amin Abdullah® menguatkan lagi pentingnya membongkar
world view bahwa memahami Islam tidak hanya sekedar agama Tauhid,
Kalam, Fikih saja, namun dalam memahami Islam diperlukan pertemuan
dari berbagai macam disiplin ilmu, baik sosiologi, psikologi, antropologi

8 M. Amin Abdullah, “Merajut Paradigma Filsafat Islam
Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan ‘Ulum al-din dan Sains Modern
dalam keilmuan Keagamaan Islam untuk Pembangunan Bangsa,” dalam Filsafat
Islam: Historisitas dan Aktualisasi: Peran dan Kontribusi Filsafat Islam bagi
Bangsa (Yogyakarta: FA Press, 2014), 239.

7 Ibid., 245.

%8 1bid.
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dapat dipertemukan dalam Islam, karena pada hakekatnya semua disiplin
ilmu tersebut saling berkaitan, sebagaimana telah diutarakan di depan
tentang jaring laba-laba konsep M. Amin Abdullah® bahwa pola pikir
‘ulum al-din saja tidak cukup, perlu diiringi a/-fikr al-Islami dan dirasat
Islamiyah.

Sebagaimana disampaikan oleh M. Amin Abdullah bahwa dalam
menafsirkan ayat hendaknya menggunakan tiga metode, yakni bayani,
burhani, dan irfani. Kenyataannya masih banyak ditemukan para mufasir
yang menafsirkan ayat-ayat disabilitas masih terbatas di makna bayani
saja, belum melibatkan burhani dan irfani. Padahal hakikatnya agama
Islam adalah agama rahmatan Iil’alamin yang artinya menghargai setiap
manusia tanpa terkecuali, termasuk kaum disabilitas. Ketika memahami
ayat-ayat disabilitas berhenti pada bayani dan burhani saja, maka hal ini
berakibat kepada perilaku umat Islam hanya sekedar mengakui
keberadaaan kaum disabilitas saja, tetapi belum melakukan tindakan
pembelaan atau advokasi.

M Amin Abdullah” menegaskan sangat penting untuk
menafsirkan al-Quran dengan nalar irfani. Nalar irfani bertujuan agar
lebih memahami keberadaan orang lain, kelompok lain yang berbeda
(verstehen, understanding). Caranya adalah dengan menumbuhsuburkan
sikap empati, simpati, dan social skill yang selalu berpegang teguh
kepada prinsip-prinsip universal reciprocity (bila merasa sakit dicubit,
maka janganlah mencubit orang lain). Hal tersebut mengantarkan tradisi
epistemologi irfani dalam pola pikir yang lebih bersifat wunity in
difference, toleran, dan plural. Dengan demikian, hubungan antar
“subjek” dan “objek” bukanlah bersifat subjektif (seperti yang biasa
terjadi dalam tradisi bayani) dan bukan pula bersifat objektif (seperti
yang biasa ditanamkan pada tradisi burhani), tetapi lebih intersubjektif.
Kebenaran apapun, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan
kehidupan sosial-keagamaan adalah bersifat intersubjektif. Apa yang
dirasakan oleh penganut suatu kultur, ras, agama, kulit, bangsa tertentu

8 ibid., 35
OM. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan
Integratif-Interkoneksi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 214.
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dengan sedikit tingkat perbedaan, juga dirasakan oleh manusia dalam
kultur, ras, agama, kulit, dan bangsa lain.

M. Amin Abdullah” menggambarkan hubungan antara agama
Islam dan ilmu pengetahuan seperti jaring laba-laba. Keduanya saling
berkaitan dan saling bertegur sapa, tidak ada dinding tebal yang
memisahkan keduanya. Hubungan antara disiplin ilmu keagamaan dan
non keagamaan ini secara metaforis seperti sebuah jaring laba-laba
keilmuan (spider web). Berbagai disiplin yang berbeda tersebut saling
berhubungan dan berinteraksi secara aktif-dinamis. Corak hubungan
antar berbagai disiplin dan metode keilmuan tersebut bercorak
integratif-interkonektif.”?

Masing-masing disiplin ilmu masih tetap dapat menjaga identitas
dan eksistensinya sendiri-sendiri, meskipun saling membuka diri untuk
berdialog, berkomunikasi, dan berdiskusi. Contohnya, disiplin ilmu alam
yang tidak hanya berdialog secara internal, tetapi juga mampu dan
bersedia berdiskusi dan menerima masukan keilmuan dari eksternal,
seperti ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu-ilmu agama atau yang
lebih populer disebut dengan ‘u/um al-dintidak terkecuali di sini. Ia juga
tidak dapat berdiri sendiri, terpisah, serta terisolasi dari hubungan dan
kontak dengan disiplin ilmu lain di luar dirinya. Ia harus terbuka dan
membuka diri serta bersedia berdialog, berkomunikasi, menerima
masukan, kritik, dan bersinergi dengan keilmuan alam, sosial, dan
humaniora. Metafora “jaring laba-laba”  keilmuan (open systems,
terbuka) digambarkan oleh M. Amin Abdullah” seperti di bawah ini.

1 1bid, 107.

2 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan
Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 107.

3 1bid.
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Gambar 1. Jaring Laba-laba Keilmuan konsep
M Amin Abdullah

*Semipermeable
*Intersubjective
*Creative Imagination

SUES

T GENDER'S

Sumber™

Konsep jaring laba-laba M. Amin Abdullah tersebut jika
diterapkan pada pembahasan dalam disertasi ini yang membahas
mengenai Islam, gender, dan disabilitas. Dengan demikian, disertasi ini
tidak hanya menggunakan pendekatan monodisiplin, parsialitas, apalagi
linearitas. Hal Ini dikarenakan ketiga hal tersebut saling terkait antara
satu dengan lainnya, sehingga perlu pendekatan yang bersifat
multiperspektif, multidimensional, serta multidisiplin. Hubungan antara
part (maqasid juziyyah) dan whole (magasid al-‘ammah) perlu tampak
dengan jelas dan gamblang. Disiplin ilmu yang digunakan juga
membutuhkan keutuhan ilmu yang lebih komprehensif. Dalam hal ini
perspektif agama (Islam) tentang gender dan perspektif Islam tentang
difabel perlu “bertegur sapa”. Bagaimana Islam memandang gender dan
disabilitas perlu dipertemukan, sebagaimana gender adalah wilayah ilmu
sosial, sedangkan disabilitas adalah wilayah kajian Auman rights/hak
asasi manusia (HAM). Penulis menggambarkan keterpautan antara
Islam, gender, dan disabilitas melalui bagan di bawah ini:

™ 1bid



31

Gambar 2. Keterpautan Islam, Gender, dan Disabilitas

Agama (Islam) - Semipermeable

- Tafsir - Intersubjective testability

= R (e vl - Creative imagination

Sorof)
Antropologi/s N Y Perspektif/Panda'ngan Islam
osiologi manusia/HA tentang Advokasi terhadap
(Gender) M (Disabilitas) perempuan penyandang

disabilitas (hak akan akses
dan kontrol memperoleh
pendidikan)

Sumber: Sintesa Penulis

Penafsiran ~agama tentang gender dan disabilitas perlu
dipertemukan dengan ilmu-lmu lain, yakni antropologi-sosiologi dan hak
asasi manusia. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh M. Amin
Abdullah™ dalam proses mencari sebab dan musabab suatu peristiwa-
peristiwa alam, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, akal pikiran tidak
memerlukan teks-teks keagamaan. Untuk memahami realitas kehidupan
sosial-keagamaan dan. sosial-keislaman, akan menjadi lebih memadai
apabila  digunakan = pendekatan-pendekatan = seperti  sosiologi
(susiulujiyah), antropologi (antrupulujiyah), kebudayaan (Saqafiyah),
dan sejarah (tarikhiyah). Fungsi dan peran akal bukannya untuk
mengukuhkan kebenaran teks seperti yang ada dalam nalar bayani, tetapi
lebih ditekankan melakukan analisis dan menguji terus menerus
(heuristik)  kesimpulan-kesimpulan sementara dan teori yang
dirumuskan lewat premis-premis logika keilmuan. Filsuf Muslim Ibnu
Rusyd sangat menekankan proses kerja akal pikiran ini sebagaimana
yang dilakukan dan dikonsep oleh Aristoteles. Fungsi akal pikiran yang

> 1bid., 214.
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bersifat heuristik dengan sendirinya membentuk budaya kerja penelitian
baik yang bersifat eksplanatif, eksploratif, maupun verifikatif.

Bab II disertasi ini membahas pemaparan tentang pandangan
masyarakat Muslim tentang gender dan disabilitas. Kemudian pada bab
tersebut akan terlihat potret di lapangan mengenai hak pendidikan bagi
perempuan penyandang disabilitas; bagaimana kekuatan perempuan
penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya untuk
memperoleh pendidikan dan bagaimana relasi keberagamaan seseorang
dengan kaum disabilitas. Selain itu, bagaimana kualitas keberagamaan
orangtua jika memiliki anak perempuan penyandang disabilitas; apakah
mereka memberikan hak kepada anak-nya untuk bergaul, bersosialisasi
di masyarakat, mendapatkan pendidikan atau justru menyembunyikan
karena ~malu memiliki anak disabilitas. Apakah kualitas
keberagamaannya mereka sebatas ritual keagamaan (‘ u/um al-din) saja
atau sudah sampai pada dirasat islamiyah, yakni memberikan hak pada
anak perempuan penyandang disabilitasnya untuk mengakses
pendidikan, kesehatan, informasi, dan yang lainnya. Lalu, perhatian dari
pemangku kebijakan; bagaimana mereka mendesain kurikulum dan
layanan pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas, apakah
sudah ditingkatkan aksesibilitasnya atau belum, apakah ada prioritas
khusus bagi perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses
pendidikan, misalnya dengan memberikan transportasi yang nyaman
atau memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan penyandang
disabilitas hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan
tinggi.

2. Gender
Pengertian gender sudah banyak diutarakan oleh beberapa tokoh
gender dan feminis. Menurut Unger dan Crawford™, “gender is a
difference between women and men are socially constructed rather than
on biological differences alone” (gender merupakan perbedaan antara
perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, bukan

8 R. Unger dan Crawford, Women and Gender a Feminist Psychology
(New York: McGraw Hill Inc., 1992), 272.
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berdasarkan perbedaan biologis semata). Hal yang hampir sama
dikemukakan Moser”’, yakni bahwa gender adalah peran sosial yang
terbentuk dalam masyarakat. Sementara itu, Mosse’® berpendapat bahwa
gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan
dan laki-laki—bukan secara biologis—dan peran ini dapat berubah sesuai
dengan budaya, kelas sosial, usia, dan latar belakang etnik. Gender
menentukan berbagai pengalaman hidup yang berhubungan dengan akses
pada pendidikan, pekerjaan, serta penguasaan alat-alat dan sumber daya.
Ostergard™ dan Bradley® menuturkan bahwa gender berkaitan dengan
kualitas dan relasi yang dibentuk dalam hubungan kekuasaan dan
ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, dominasi struktur kesempatan
hidup perempuan dan laki-laki, pembagian kerja yang lebih luas, dan
pada gilirannya berakar kepada kondisi produksi dan reproduksi yang
diperkuat oleh sistem budaya, agama, dan ideologi yang berlaku dalam
masyarakat. Gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengategorikan
perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender
bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya, serta pengalaman hidup.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian gender berbeda dari
jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan
dan laki-laki, berlaku secara umum, tidak dapat berubah, dan merupakan
kodrat dari Tuhan, sedangkan gender lebih berhubungan dengan
perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial,
budaya, dan psikologis.

Nurhaeni®® - menjelaskan bahwa ketidakadilan- gender adalah
perlakuan diskriminatif 'yang diterima perempuan atau laki-laki.
Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan kompetensi, aspirasi, dan
keinginannya, sehingga bersifat merugikan salah satu jenis kelamin.

7 C.0.N. Moser, Gender Planning and Development: Theory, Practice,
and Training (London: Routledge, 1993), 20.

8 J. C. Mosse, Gender dan Pembangunan (Yogyakarta: Rifka Annisa
WCC & Pustaka Pelajar, 1996), 9.

8 L. Ostergaard, Gender and Development: A Practical Guide (New
York: Routledge, 1992), 122-127

8 H. Bradley, Gender (Cambridge: Polity Press, 2007), 15-16

81 1. Nurhaeni, Reformasi Kebijakan Pendidikan menuju Kesetaraan
dan Keadilan Gender (Surakarta: UNS Press, 2009), 60
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Mansour Fakih® menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender adalah
ketidakadilan bagi perempuan ataupun laki-laki berdasarkan sistem dan
struktur yang ada. Manifestasi dari Kketidaksetaraan itu ialah
marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban Kkerja.
Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis,
sejarah, etnik, ekonomi, dan kebudayaan. Ketidaksetaraan gender
disebabkan oleh akses, partisipasi, dan kontrol yang tidak seimbang bagi
perempuan dalam mencapai sumber daya. Mansour Fakih® menerangkan
ketidakadilan gender sebagai berikut:

a. Stereotype, yakni pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat
negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh,
perempuan sering digambarkan emosional, lemah, cengeng, tidak
rasional, dan sebagainya. Stereotipe tersebut kemudian menjadikan
perempuan selama ini ditempatkan pada posisi domestik. Kerap kali
perempuan di identikan dengan urusan masak, mencuci, dan seks
(dapur, sumur, dan kasur)

b. Kekerasan. Kekerasan (violence) berbasis gender. Kekerasan
semacam ini terjadi akibat dari ketidakseimbangan posisi tawar
(bargaining position) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-
laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi perempuan yang telah
mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan
perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup
luas.

c. Marginalisasi. -Marginalisasi - terhadap -perempuan terjadi secara
multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal bisa berupa
kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan
kebiasaan, atau pengetahuan. Salah satu bentuk paling nyata dari
marginalisasi ini adalah lemahnya peluang perempuan terhadap
sumber-sumber  ekonomi.  Proses tersebut mengakibatkan
perempuan menjadi kelompok miskin karena peminggiran terjadi
secara sistematis dalam masyarakat.

82 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial
(‘Yogyakarta: Insist Press, 2008), 14-21
8 1pid.
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d. Subordinasi, yakni penomorduaan ini pada dasarnya merupakan
keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau
lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.

e. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (double burden) adanya
anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin
serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa
semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab
perempuan.

Ace Suryadi® menjelaskan ketidakadilan gender dalam dunia
pendidikan, ketidaksetaraan gender secara menyeluruh adalah akibat dari
latar belakang pendidikan yang belum setara. Ada tiga hal permasalahan,
yakni kesempatan, jenjang, dan kurikulum. Mereka mengategorikan
faktor-faktor kesenjangan gender dalam bidang pendidikan ke dalam
empat aspek, yaitu: (1) akses adalah peluang atau kesempatan dalam
memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, (2) partisipasi
adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu
kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan, (3) kontrol adalah
penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan,
(4) manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara
optimal.

Pada proses analisis gender sesuai dengan pandangan yang
dikemukakan Van Bemmelen® yang berpendapat bahwa analisis gender
dalam pendidikan meliputi: (1) akses perempuan dalam pendidikan, (2)
nilai gender yang dianut oleh masyarakat, (3) nilai dan peran gender yang
terdapat dalam buku ajar, (4) nilai gender yang ditanamkan oleh guru, (5)
kebijakan yang bias gender. Oleh sebab itu, hak-hak pendidikan bagi
perempuan penyandang disabilitas dalam disertasi ini menganalisis
beberapa hal yakni: (1) akses (peluang atau kesempatan) perempuan
penyandang disabilitas dalam memperoleh dan menggunakan

8 Acee Suryadi, Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan
(Bandung: PT. Ganesindo, 2004), 50.

8 Sita Van Bemmelen, “Gender dan Pembangunan: Apakah yang
Baru?,” dalam T. Ihromi, Kajian Wanita dalam Pembangunan (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1995), 175-226.
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pendidikan, (2) pengaruh jenjang pendidikan perempuan penyandang
disabilitas dalam berperan di masyarakat, (3) kontrol (pengaruh)
pendidikan perempuan penyandang disabilitas pada peran pengambilan
keputusan dalam keluarga dan masyarakat, (4) manfaat pendidikan
perempuan penyandang disabilitas berguna dalam dunia Kkerja.
Ketidakadilan gender memunculkan gerakan atau perjuangan kaum
perempuan untuk kesetaraan atau keadilan. Perjuangan kesetaraan gender
inilah yang diusung oleh para feminis. Jadi, secara tidak langsung
ketidakadilan gender akan melahirkan paham feminisme.

Lisa Tuttle® menjelaskan bahwa feminisme (feminism) berasal
dari bahasa latin femina (woman), secara harfiah artinya, “having the
qualities of female.” Istilah ini awalnya digunakan merujuk pada teori
tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan,
menggantikan womanism pada 1980-an. Alice Rossi yang menelusuri
penggunaan pertama kali istilah ini tertulis dalam buku The Arthenaem.

Aida Fitalaya®” mempertegas bahwa feminisme yang memiliki
artian dari femina tersebut bersifat keperempuan, sehingga feminisme
diawali oleh persepsi tentang Kketimpangan posisi perempuan
dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul
berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk
mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan
laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai
manusia (human being).%®

Maggie Humm dalam Syarif Hidayatullah® menyebutkan bahwa
feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang

8 Lisa Tuttle, “Encyclopedia of Feminism”, dalam Arimbi Heruputri
dan R. Valentina, Percakapan tentang Feminisme Vs Neoliberalisme (Jakarta:
debtWatch Indonesia, 2004), 8.

87 Aida Fitalaya S. Hubis, “Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan”,
dalam Dadang S Anshori, dkk (peny.), Membincangkan Feminisme (Bandung:
Pustaka Hidayah, 1997), 19.

8 Aida Fitalaya S. Hubis, “Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan”,
dalam Dadang S Anshori, dkk (peny.), Membincangkan Feminisme (Bandung:
Pustaka Hidayah, 1997), 19.

8 Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 5.
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melekat dalam semua pendekatan itu ialah keyakinan bahwa perempuan
mengalami ketidakadilan yang disebabkan jenis kelamin.

Dalam bukunya, Arimbi H dan R.Valentina® mendefinisikan
feminisme sebagai suatu kesadaran atas penindasan dan pemerasan
terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta
tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran
tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari feminisme masa kini adalah
perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan
perempuan untuk memilih pengelolaan kehidupan dan tubuhnya, baik di
dalam maupun luar rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, feminisme
menjadi lebih dari sekadar sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi
yang hakikatnya perlawanan, anti, dan bebas dari penindasan, dominasi,
hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan yang dialami perempuan. Syarif
Hidayatullah menambahkan® bahwa berdasarkan pemahaman ideologi
tentang perlawanan, feminisme harus mencakup aksi untuk
membebaskan perempuan dari semua ketidakadilan, sehingga feminisme
juga memiliki artian gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan
tumbuh secara akademis maupun bentuk upaya-upaya politik dan sosial
perempuan untuk mengakhiri penindasan yang dialami. Mansour Fakih®2
juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat
dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya
ditindas dan dieksploitasi serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan
eksploitasi tersebut.

Teori-teori gender dan ketidakadilan gender tersebut akan menjadi
alat analisis hasil penelitian tentang akses, jenjang, dan kurikulum bagi
perempuan penyandang disabilitas. Bagaimanakah akses perempuan
penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, kemudian sampai
jenjang pendidikan apa perempuan penyandang disabilitas mengenyam
pendidikan serta bagaimana kurikulum pendidikan memenuhi kebutuhan

% Arimbi Heroepoetri dan R.Valentina, Percakapan tentang Feminisme
VS Neoliberalisme, Jakarta DebtWatch, 2004), 10.

%1 Syarifah Hidayatullah, Teologi Feminisme, 5.

9 Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi
Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 82.
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pendidikan perempuan penyandang disabilitas.

3. Konsep Disabilitas

Dalam disertasi ini, penulis konsisten menggunakan istilah
penyandang disabilitas, meskipun istilah lainnya seperti difabel atau
penyandang cacat. Mengenai pengertian difabel, Mansoer Faqgih®
mengatakan bahwa predikat penyandang disabilitas dipandang dengan
cara diskriminatif dan mengandung stigma buruk. Mansour Fakih
mengusulkan istilah alternatif yaitu, difabel, yang merupakan
kepanjangan dari differently able (orang dengan kemampuan berbeda) .
Difabel adalah istilah yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi yang
dimiliki oleh penyandang disabilitas, sekaligus lebih sensitif terhadap
perasaan dan pengalaman mereka.

Dewi Sartika®™ memaparkan istilah disabilitas didasarkan pada
istilah disability yang artinya “suatu ketidakmampuan melaksanakan
suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal
akibat ketidakmampuan fisik”. Jenny Morris® mengungkapkan bahwa
menurut the British Council of Disability, definisi disability adalah
Kelemahan atau pembatasan aktivitas yang disebabkan oleh sedikitnya
peran masyarakat atau tidak ada bagian/tempat orang-orang yang
memiliki gangguan “impairment” dan termasuk mereka yang tidak
memiliki aktivitas utama dalam masyarakat (oleh karena itu,
discrimination dan oppression social terhadap disability dipandang setara
dengan rasisme atau seksisme).

Menurut - penelitian’  Arif Maftuhin®, penggunaan istilah

9 Mansour Fakih, Panggil Aku Disabilitas, dalam Eko Prasetyo dan
Fitria Agustina (ed), Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002), 304; Jarot Wahyudi dkk., “Kebijakan dan Layanan
Disabilitas di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga”, Jurnal Penelitian Agama, Vol:
XVII, No. 1 Januari-April 2008, 205

% Dewi Setiarini dkk, “Katan dan Makna”, Jurnal Perempuan, edisi ke
65, Februari 2010, 176.

% Jenny Morris, “Feminism, Gender and Disability”, makalah
dipresentasikan dalam seminar di Sydney, Australia pada Februay 1998, 2.

% Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat,
Difabel, dan Penyandang Disabilitas, INKLUSI Journal of Disability Studies,
Vol.3, No.2, Juli-Desember 2016, 160
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penyandang cacat mengalami penurunan hingga 26%, di sisi lain istilah
‘penyandang disabilitas’ mengalami pelonjakan hingga delapan kali lipat.
Sedangkan istilah ‘difabel’ dimungkinkan akan tetap bertahan sebagai
istilah alternatif kedua, dikarenakan sebagian aktifis pejuang hak-hak
difabel dan akademisi di Yogyakarta akan mempertahankan istilah
tersebut.

Pada penulisan disertasi ini penulis menggunakan istilah
penyandang disabilitas yang merujuk pada UU No 8 tahun 2016 bab 1
pasal yang berbunyi,

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.%’

Perkembangan pemikiran tentang penyandang disabilitas
mengalami gejolak dan perjuangan yang sangat panjang. Castiglionio®
mengatakan bahwa jika dilihat dari sejarahnya, disabilitas kerap
diselimuti oleh berbagai potret suram. Michael Olliver dan Colin Barnes®
mengungkapkan bahwa masyarakat Yahudi kuno melihat disabilitas
sebagai manifestasi kutukan Tuhan. Di kalangan masyarakat Barat pada
abad pertengahan juga berkembang kepercayaan bahwa kelahiran anak
penyandang disabilitas dianggap sebagai hasil perbuatan setan atau dosa
dari orangtua. John H. Stone!® menambahkan dalam masyarakat Haiti
kuno yang memiliki tradisi poligami, bila seorang istri melahirkan anak
penyandang disabilitas, maka kemudian suami akan meninggalkan istri
lama dan menghamili perempuan lain yang dianggap bisa memberikan

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas

9 Castiglionio, Introduction to Difable People (London: Macmillan
Press Itd, 1941); Doyle Paul Johnson, Sociological Theory Classical Founders
and Contemporery Perspectives (London: John Willy and Sons, 1981), 22-27.

9 Michael Olliver dan Colin Barnes, The New Politics of Disablement
(London: Macmillan Pres Itd, 2012), 29.

10 John H. Stone, Culture and Disability, Providing Culturally
Competent Services (London, New Delhi: Sage Publications, 2005), 119-149.
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keturunan anak normal, sehingga banyak anak disabilitas yang diasuh
oleh perempuan single parent. Di lain pihak, masyarakat Korea kuno
beranggapan bahwa anak disabilitas disebabkan karena ketika hamil
orang tua si anak pernah membunuh binatang-binatang yang tabu untuk
dibunuh.

Pada era industri, menurut Micael Olliver,®* peminggiran dan
diskriminasi terhadap kaum disabilitas juga masih sangat kuat. Sapto
Nugroho dan Risnawati'®® mengemukakan bahwa stigma negatif yang
muncul dari diagnosa medis justru memunculkan marginalisasi baru
kepada kaum disabilitas, upaya ‘“normalisasi” terhadap kelompok
disabilitas, melalui beragam program institusionalisasi dan segregasi
terhadap kelompok disabilitas. Proses ini sering disebut sebagai “the
management of normality.” Beberapa model yang dipakai untuk
mengadvokasi kaum disabilitas terdiri dari medical model, individual
model, dan social model. Medical model menganggap bahwa secara
natural disabilitas adalah

Problem individu yang disebabkan oleh keterbatasan fungsi atau
ketidaknormalan fisik/mental. Jelasnya masalah disabilitas adalah
kekurangan seseorang dengan standar kelengkapan tubuh/indra
seperti orang normal.

Sedangkan, individual model memiliki dua poin mendasar yang
penting dalam memberikan definisi

Pertama, menempatkan “masalah” ' kedisabilitasan dalam diri
individu, dan, kedua, melihat penyebab masalah ini berasal dari
keterbatasan = fungsional “atau kerugian psikologis yang
mengasumsikan muncul dari kedisabilitasan. Kedua poin tersebut
didukung oleh “teori tragedi pribadi kedisabilitasan” yang
menunjukkan bahwa kedisabilitasan adalah suatu peristiwa
kebetulan yang mengerikan yang terjadi secara tiba-tiba bagi
individu yang malang. 1%

101 Michael Oliver, Understanding Disability from Theory to Practice
(New York: Palgrave, 1996), him 30-31

102 Sapto Nugroho dan Risnawati, Meretas Siklus Kedisabilitasan
Realitas yang Terabaikan (Surakarta: Ford Foundation dan Yayasan Talenta,
2004), ix.

103 Michael Oliver, Understanding Disability, 32.
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Sedangkan menurut world vision,

“Impairment” diartikan sebagai seseorang yang memiliki
kekurangan anggota tubuh, organ, mekanisme tubuh yang tidak
sepenuhnya berfungsi secara efektif atau efisien. “Impairment”
(penurunan) meliputi fisik, sensorik, saraf, intelektual, mental, atau
gangguan fisiologis jangka panjang atau pendek.1%*

A. Lagerwall, Ellamaa, L. Karu, M. Muklane, dan T. Talvik%
memaparkan bahwa impairment adalah kurangnya sebagian atau seluruh
anggota tubuh; memiliki anggota tubuh/organ/mekanisme tubuh yang
tidak sepenuhnya berfungsi secara efektif dan efisien. Penurunan yang
meliputi fisik, sensorik, saraf, intelektual, mental, atau gangguan
fisiologis, baik jangka panjang maupun pendek.

Disabilitas adalah akibat dari keterbatasan yang menimpa orang
dengan gangguan oleh sikap, kelembagaan, dan lingkungan
hambatan partisipasi mereka dalam masyarakat. Penurunan
mengacu pada pengurangan atau hilangnya struktur fisik,
psikologis, atau perilaku normal yang ada. Disabilitas adanya
gangguan fungsional akibat dari kerusakan primer, dan efek dari
hilangnya fungsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga
disabilitas. %

Menurut the charity model, seperti yang diungkapkan oleh Micael
Olliver,97 disabilitas (kedisabilitasan) adalah orang dengan gangguan
tragis atau tak berdaya yang layak untuk dikasihani dan mendapatkan
bantuan atau amal dari pihak lain. Oleh karena itu, pendekatan khas yang
dilakukan adalah dengan cara memberikan bantuan berupa uang atau
hadiah, seperti -makanan atau pakaian. Pandangan dan sikap penganut
model ini terhadap orang-orang disabilitas adalah menganggap mereka
tak berdaya, harus dikasihani, tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan,

104 world Vision, International Transformational Development
Disability Working Group (Juli 2006), 15-16.

105 A, Lagerwall, Ellamaa, L. Karu, M. Muklane, dan T. Talvik,
Procedings of the International Conference on Rehabilitation of Disabled
Children: Present State and Future Trends. Tallin, Estonia 12—-26 Agustus 1989
(Estonia: Tartu University, 1991), 10-12.

106 1hid.

107 Oliver, Understanding Disability.
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kurang berharga sebagai manusia, atau hanya karena mereka memiliki
kedisabilitasan. Oleh karena itu, gagasan solusi dengan model ini adalah
untuk memberikan amal atau charity seolah-olah itu adalah satu-satunya
solusi untuk membantu orang disabilitas.

Berbeda dengan social model, menurut Oliver® kemunculan
social model dikarenakan penolakan pemikiran fundamental, yakni
pemikiran teori individual model tersebut di atas, teori ini menyangkal
bahwa

Kedisabilitasan bukan dari diri individu atau Kketerbatasan
fungsional psikologis, namun menempatkan masalah kecatatan
pada posisi yang tepat dalam masyarakat. Disabilitas bukan
keterbatasan individu namun kegagalan masyarakat dalam
memberikan layanan yang tepat dan memadai dalam menjamin
kebutuhan kaum disabilitas secara sepenuhnya oleh masyarakat,
pemerintah, maupun organisasi sosial.*%

Social model memandang disabilitas (kedisabilitasan) berfokus

pada masyarakat. la melihat disabilitas (kedisabilitasan) sebagai
“konsekuensi  sosial dari  memiliki gangguan.” la mengakui
ketidakmampuan masyarakat untuk menerima dan mengakomodasi
semua anggotanya. Dengan demikian, model ini memiliki cara pandang
bahwa orang yang dinonaktifkan oleh masyarakat serta dirampas hak dan
kesempatannya karena penurunan nilai mereka.

Beberapa pandangan disabilitas yang dilihat dari social model
contohnya adalah pandangan dari Jenny Morris''®. Menurutnya
disabilitas adalah:

Penyandang disabilitas adalah orang-orang dengan gangguan yang
dinonaktifkan oleh masyarakat.'*

Teori Jenny Morris, Michael Oliver tentang teori model, yakni
individual model, medical model dan social model akan digunakan untuk

108 jbid

109 1pjd.

110 Seorang aktivis perempuan dan disabilitas di Inggris yang selama 15
tahun menggeluti isu ini. Menurutnya sejak 1980, di Inggris menguat isu tentang
disabilitas. Hal ini menjadikan kekuatan politik baginya untuk memperjuangkan
perempuan dan disabilitas.

11 Jenny Morris, “Feminism, Gender and Disability”, 2.
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menganalisis peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam
mengadvokasi perempuan penyandang disabilitas.

Perdebatan panjang antara medical model dan social model sudah
berkembang sejak 1970an di Inggris, terlebih ketika UPIAS!!2
mendeklarasikan perbedaan antara impairment dan disability. Impairment
didefinisikan sebagai “lacking part of all or a limb or having a defective
limb, organ, or mechanism of the body”. Kecacatan adalah keadaan di
mana individu memiliki kekurangan fisik seperti anggota tubuh atau organ
yang tidak berfungsi, serta ataupun kondisi mental yang tidak sehat.
Selanjutnya, penggunaan terminologi cacat fisik, biologis, maupun
mental diasosiasikan dengan perspektif medical model*?. Sedangkan
Greenstein’** berpendapat bahwa adanya ‘rezim profesional atas
disabilitas’ memposisikan seseorang sebagai ‘objek’ dari medikalisasi
dan treatment-treatment individual. Sementara Foucault**® mengungkap
adanya praktik-praktik “kolonialisasi psikiatri” di mana para otoritas
profesional berkuasa dalam menentukan dan memberikan saran-saran
terhadap hidup dan masa depan seseorang. Menurut Foucault, disabilitas
tidak bisa dipandang sebagai suatu penyakit atau kekurangan fisik
semata, namun disabilitas merupakan suatu reproduksi pengetahuan
konseptual dari kekuatan dalam institusi di ranahmedis.

Menurut Ro’fah,*® pendekatan social dan medical model memiliki
dua pendekatan yang saling berlawanan. Istilah social model muncul
sejak UPIAS (the Union of the Physically Impaired Against Segregation)

12 Union of the Physically Impaired Against Segregation
(UPIAS) (1976) Fundamental Principles of Disability. London, Union of
the Physically Impaired Against Segregation. Dalam Sofiana Millati,
“Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas,”
INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol.3 No2 Juli-Desember 2016, 285-
304.

113 M. Oliver & C. Barnes, The new politics of disablement.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

114 Greeenstein, A. Radical Inclusive Education: disability, teaching
and struggle for liberation. Sussex, Routledge, 2016, 8

115 Foucault, M. Psychiatric Power. New York, Palgrave
MacMillan. 2008, 211

116 Ro’fah Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review. Jurnal
Difabel, 2(1), 2015, h.137-160
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mendeklarasikan perbedaan term cacat (impairment) dengan disability.
Pendekatan tersebut menjadi semangat gerakan organisasi persatuan
penyandang disabilitas secara global dengan mengubah pemahaman yang
pada awalnya berfokus pada kondisi kecacatan dalam diri individu
menjadi sebuah permasalahan yang dilatarbelakangi konstruksi sosial-
politik yang berada di dalam masyarakat.

Di kemudian hari pendekatan social model banyak dikritik oleh
penggerak medical model, hal ini sesuai dengan yang diungkapakan oleh
Jenny Morris'” mereka menganggap impairment tidak selamanya
mendiskriminasikan mereka dari sosial politik, namun justru impairment
dapat menunjukkan kelebihan mereka dengan jargon “bring the body
back” yang mana kondisi fisik dan bodis tidak bisa dikesampingkan.
Percaturan medical model dan social model seperti yang ditulis oleh Sofia
Mellati'*® berujung pada pendekatan social relational model sebagai
upaya menjembatani pendekatan social model dan medical model.
Munculnya pendekatan social- relational model merupakan alternatif
kerangka berpikir yang komprehensif. Social-relational model adalah
suatu bentuk pendekatan yang berusaha menjembatani perdebatan antara
model medis dan model sosial, yang mana model tersebut
mempertimbangkan preposisi dari perspektif medis-sosiologis (medical
sociology). Social relational model bertujuan menghubungkan pengaruh
antara kekurangan fisik dalam diri individu impairment dan kondisi
sosial, politik, dan kultural yang menjadi bahasan disabilitas sebagai suatu
fenomena yang utuh dan tidak terkotak-kotak. Reindal*'® bependapat
model medisdanmodel sosial, jikadipandang sepihakakan berat sebelah:
one is accused the other of either over — individualising or ever —
socialising the phenomenon of disability.

Teori model ini baik medical model, social model maupun social

17 Morris, J. Pride Against Prejudice — A Personal Politics of
Disability. London: The Women’s Press. 1991

118 gofiana Millati, Social-Relational Model dalam Undang-Undang
Penyandang Disabilitas, INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol.3 No2
Juli-Desember 2016, h.285-304

119 Reindal, S. M. A Social Relational Model of Disability: A
Theoretical Framework for Special Needs Education?. European Journal
of Special Needs Education, 23(2), 2008, 135-146
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relational model menjadi pendekatan dalam disertasi ini untuk
menganalisis akses perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh
pendidikan, baik untuk melihat strategi pendekatan kultural yakni
keluarga dan masyarakat maupun struktural yakni kebijakan pemerintah
dan pengimplementasian kebijakan dalam layanan pendidikan di DIY.

4, Gender, Disabilitas dan Intersection

Pembahasan mengenai isu ketidakadilan gender dan disabilitas
bagi perempuan adalah dua hal yang saling terkait dalam kondisi
tersubordinasi, terdiskriminasi, dan termarginaslisasi. Perempuan
penyandang disabilitas biasanya mendapat diskriminasi berlapis. Sebagai
perempuan ia akan terdiskriminasi oleh perempuan sesama penyandang
disabilitas, perempuan non disabilitas, dan oleh laki-laki disabilitas.
Terlebih jika perempuan penyandang disabilitas tersebut miskin, maka
semakin terdiskriminasi dari akses pada pendidikan, kesehatan, dan
bahkan bisa saja mendapatkan perlakuan sarat kekerasan dari pihak lain.
Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa tokoh yang diuraikan di bawah
ini.

Menurut Jenny Morris!®, gerakan disabilitas cenderung tidak
menyoroti perjuangan perempuan penyandang disabilitas karena
kekhawatiran mereka nantinya terfokus pada isu perempuan penyandang
disabilitas saja. Di sisi lain, gerakan feminis juga menganggap isu
perempuan penyandang disabilitas sebagai . isu sampingan. Dengan
kondisi ini, Jenny Morris mengartikan bahwa disabilitas bukan sebagai
penyandang disabilitas, tetapi diartikan:

Sebagai impairment atau penurunan dan hambatan penonaktifan,

diskriminasi, dan pengucilan dari masyarakat.'?*
Impairment tersebut dikarenakan karakteristik, fitur, atau atribut

jangka panjang, bukan karena penyakit atau cidera. Impairment dapat
mempengaruhi beberapa hal yaitu:
a. Penampilan, karena individu tersebut melakukan cara yang tidak
dapat diterima oleh masyarakat.

120 1bid
121 1bid.
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b. Fungsi ingatan, individu yang di-“singkirkan” menjadi terlepas
dari masyarakat.

c. Menyebabkan rasa sakit, kelelahan, dan memengaruhi komunikasi,
sehingga mengurangi kesadaran atau ingatan terhadapnya.

Secara umum, isu mengenai diskriminasi terhadap perempuan
berakar dari dikotomi ekstrem perbedaan tubuh antara perempuan dan
laki-laki. Perbedaan biologis tidak dapat dijadikan pembeda perlakuan
dalam masyarakat terhadap perempuan. Namun, dalam kenyataannya
justru perempuanlah yang sering mengalami perlakuan diskriminatif.
Sikap minor terhadap perempuan semakin terasa ketika terkait dengan isu
minoritas lainnya, salah satunya adalah isu disabilitas (atau
“ketidaknormalan”)'?? fisik penyandang disabilitas yang dijadikan alasan
untuk membedakan dan seakan-akan membatasi hak hidup dalam
masyarakat. Perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi
ganda akibat jenis kelamin dan juga ‘“ketidaknormalan”-nya dalam
masyarakat tersebut.*?®

Menurut Merle Froschl*®* perempuan penyandang disabilitas
mengalami diskriminasi ganda, yakni: Pertama, dengan terdiskriminasi
dari laki-laki penyandang disabilitas; kedua, ia akan terdiskriminasi dari
perempuan yang tidak penyandang disabilitas. Misalnya, dalam
mendapatkan akses pekerjaan laki-laki disabilitas lebih banyak
mendapatkan peluang daripada perempuan penyandang disabilitas.
Contoh diskriminasi yang kedua adalah dalam mendapatkan akses
pekerjaan dengan perempuan normal, perempuan penyandang disabilitas
lebih sedikit mendapatkan peluang pekerjaan.

Perempuan penyandang disabilitas lebih banyak yang miskin
daripada laki-laki disabilitas ataupun perempuan normal. Hal ini

122 «K etidaknormalan” dalam konteks ini menunjukkan adanya standar
normal dalam masyarakat sehingga yang berbeda akan dianggap tidak normal.

123 Membincang Disabilitas, Jurnal Perempuan, 2010, him, 18.

124 Merle Froschl, Ellen Rubin dan Barbara Sprung, “Connecting
Gender and Disability,” Jurnal Gender and Disability Diegest, November 1999
him, 10.
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diperkuat oleh pendapat Gillian Parker'?, Menurutnya, isu-isu gender
dan disabilitas hampir seluruhnya absen dari kebijakan pemerintah, baik
yang menyangkut pendidikan, pekerjaan, dan yang lainnya. Sebenarnya,
jika perempuan penyandang disabilitas memiliki akses ke pendidikan
tinggi, maka ia dapat mengubah karier pekerjaannya. Namun,
kebanyakan perempuan penyandang disabilitas dipangkas aksesnya ke
perguruan. Hal demikian berkebalikan dengan yang dialami oleh laki-laki
disabilitas.

Sedangkan studi tentang gender dan disability yang dilakukan oleh
Gerschick'?® tentang kedisabilitasan di negara-negara industri Barat
mengungkap tentang pola dimensi publik dan swasta. Dalam
kenyataannya, contoh bias gender yang ditemukan di arena publik adalah
berikut:

a. Disabilitas diklasifikasikan lebih banyak kepada perempuan,
daripada laki-laki, terutama karena jumlah populasi perempuan
yang menua. Ini artinya proporsi orang yang menua lebih besar
berasal dari perempuan dengan impairment
(gangguan/penurunan). Maksudnya di sini adalah bahwa usia
perempuan cenderung lebih panjang, sehingga kemungkinan untuk
menjadi penyandang disabilitas juga lebih tinggi, dengan kondisi
fisik yang mengalami gangguan atau kelemahan fisik;

b. Sementara itu, penyandang disabilitas yang jauh lebih mungkin
untuk mengalami kemiskinan adalah perempuan, bukan laki-laki,
terutama di negara-negara berkembang di mana perempuan banyak
menjadi kepala keluarga.

c. Perempuan muda penyandang disabilitas berpendidikan lebih
rendah dibandingkan laki-laki;

d. Perempuan penyandang disabilitas cenderung berada di angkatan
kerja yang dibayar dari laki-laki penyandang disabilitas untuk

125 G, Parker, C. Grebe, M. Hirst, M. Hendey, G. Pascall, Double
Discrimination? Gender and Disability in Access to the Labour Market,
(University of York: Social Policy Research Unit, 2008), 27.

126 Thomas Greschick, “Towards a Theory of Disability and Gender,”
Journal of Women and Culture Society, 25 (4) 2000, 1263-1269.
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wanita nondisabilitas, dan pada umumnya memiliki pendapatan

yang lebih rendah dari pekerjaan;

e. Perempuan penyandang disabilitas cenderung untuk memiliki
akses ke rehabilitasi, dan hasil pekerjaan ketika mereka menerima
rehabilitasi;

f. Persebaran usia penyandang disabilitas perempuan berbeda dari
laki-laki (Iebih banyak yang tua, dibandingkan dengan usia muda);

g. Jenis gangguan perempuan penyandang disabilitas berbeda dari
laki-laki. Perempuan lebih mungkin mengalami kondisi
degeneratif, sedangkan laki-laki lebih mungkin untuk mengalami
cidera;

h. Perempuan penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami
kerentanan di ruang publik, seperti kekerasan, intimidasi, dan
tindakan membahayakan lainnya.

Diperkirakan bahwa sekitar 7-10% dari populasi dunia memiliki
beberapa jenis disabilitas, hal ini disampaikan oleh Bruntand.*?” Secara
umum menurut C. Barnes & G. Mercer?, disabilitas didefinisikan
sebagai pembatasan tindakan atau kegiatan karena kondisi fisik, mental,
atau emosional. M Piet'?® dan Patricia Welch®*® memaparkan tingkat
kemiskinan bervariasi antara negara-negara, tetapi sebagian besar orang
miskin di dunia (sekitar 1,2 miliar) tinggal di negara-negara berkembang,
yang ditandai dengan tingkat disabilitas yang juga tinggi. Kemiskinan dan
disabilitas memengaruhi kemampuan individu, terutama perempuan, dan
berdampak pada partisipasi mereka dalam masyarakat.

127 Lihat Brundtand sebagai tautan dalam pidato Director-General
dalam acara Interagency Concultation on Disability, 1(5-16 Juni 1999).

128 C. Barnes & G. Mercer, “Disabled People and Community
Participation”, dalam Gary Craig & Marjorie Mayo (peny.), Community
Empowerment: A Reader in Participation and Development (London: Zed
Books, 1995), 33-45.

129 M. Peat, “Disability in the Developing World”, dalam M.A. McColl
& J.E. Bickenbach (peny.), Introduction to Disability and Handicap (Canada:
W.B.Saunders, 1998), 43-53.

130 patricia Welch, “Applying the Capabilities Approach in Examining
Disability, Poverty, and Gender”, dalam acara Conference Proceding-Promoting
Women’s Capabilities examining Nussbaum’s Capabilities Approach di von
Hugel Intitute St Edmund College Cambridge pada 2002, 23
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Piet!3!, Ann Elwan'®, Patricia dan dikuatkan oleh ADB!%,
memaparkan bahwa disabilitas dan kemiskinan sangat berkaitan dengan
setiap masyarakat. Pada umumnya, disimpulkan bahwa penyandang
disabilitas adalah sebab dan akibat dari kemiskinan, dan penyandang
disabilitas adalah satu di antara yang termiskin dari sekian banyak
penduduk miskin. Kemiskinan dan disabilitas satu sama lain sangat
berkontribusi terhadap peningkatan pengecualian atau marginalisasi dan
kerentanan. Meskipun disabilitas dan kemiskinan mempengaruhi laki-
laki dan perempuan di seluruh dunia, status pada kenyataannya kondisi
perempuan dengan disabilitas yang lebih parah dan memprihatinkan.

Lies Marcoes®™ mengungkapkan bahwa pembahasan gender
dan disabilitas seringkali terjebak ke dalam dua domain yang berbeda, isu
gender dan disabilitas kerapkali dikotak-kotakan. Dalam feminisme ada
istilah interseksionalitas, sebuah terobosan penting untuk memahami
bahwa ada irisan-irisan yang saling berhubungan dan membentuk
diagram venn yang bermuara kepada praktik diskriminasi berganda.
Sedangkan menurut Ro’fah™® perjuangan isu gender dan disabilitas
adalah perjuangan yang sama pentingnya dan hendaknya seiring sejalan,
diskriminasi berlapis. Pada perjuangan advokasi perempuan dan
disabilitas sering diasosiasikan dengan ketidaksetaraan, marjinalisasi, dan
diskriminasi. Ketika perempuan dan disabilitas digabung maka akan
terjadi ekuasi (penyamaan).. Hal itu. disebabkan banyak literatur
menyebutkan perempuan dengan disabilitas mengalami
diskriminasi-ganda, bahkan multiple sehingga terjadi’ persimpangan

131 Hubungan antara kemiskinan dan disabilitas lihat M. Peat, op. cit.,
45.

132 Ann Elwan, “Poverty and Disability: A Survey of the Literature,” SP
Discussion Paper N0.9932 (Wahington DC: The World Bank, 1999), him 15

133 Asian Development Bank, Technical Assistance for Identifying
Disability Issues Related to Poverty Reduction (Manila: Asian Development
Bank, 2000). HIm, 12

134 Lies Marcoes, “Gender dan Disabilitas Dua sisi mata Uang yang
sama,” 6 Oktober, 2020, www. magdalene.co, diakses tanggal 7 oktober 2020.

15 Ro’fah, “Persimpangan (Intersection) Antara Gender dan
Disabilitas: Peran Perempuan dalam Gerakan Kesadaran dan Advokasi
Disabilitas,” www.rahma.id, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.


https://magdalene.co/search?search=disabilitas
http://www.rahma.id/
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(intersection) antara dua identitas ini. Kondisi tersebut akan mendorong
langkah-langkah advokasi yang digagas oleh perempuan dengan
disabilitas; dan tidak heran jika mereka selalu menjadi bagian penting
dalam gerakan-gerakan disabilitas di berbagai lini kehidupan.

Gambar 3: llustrasi Diagram Veen Intersection Gender dan
Disabilitas

7 N

,‘Disabilitas
| 4

Intersection
antara gender dan
disabilitas

Gender

Sumber: Sintesa penulis

Gambar tersebut ilustrasi penulis dari pandangan Lies Marcoes dan
Ro’fah, bahwa dalam feminisme ada banyak irisan-irisan. Salah satu
irisan adalah antara gender dengan disabilitas yang mengakibatkan
adanya diskriminasi berganda, yakni terdiskriminasi karena perempuan
dan terdiskriminasi karena disabilitas, maka perempuan penyandang
disabilitas mengalami diskriminasi berganda.

Sedangkan intersection sendiri awal mulanya dicetuskan oleh
Kimberlé Crenshaw'*® adalah. seorang. ahli-teori ras, menurutnya
“Interseksionalitas adalah konsep yang sering digunakan dalam ilmu
sosial kontemporer. Teori ini menjawab berbagai pertanyaan tentang
bentuk ketidaksetaraan dan identitas saling berkaitan dalam konteks yang
berbeda namun dalam seiring waktu yang bersamaan, misalnya,
keterhubungan ras, kelas, jenis kelamin, kedisabilitasan, dan sebagainya.

13 K.W. Crenshaw, “Mapping the margins: Intersectionality, identity
politics, and violence against women of color,” dalam K. Crenshaw, N. Gotanda,
G. Peller, & K. Thomas (Eds.), Critical Race Theory: The Key Writings that
Formed the Movement (New York, NY: New Press, 1995), 357-383.
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Sedangkan Davis®™® menambahkan istilah intersectionalitas yang
digunakan pada seluruh ilmu sosial. Menurutnya, sekalipun kata tersebut
menjadi kata kunci yang terkadang kurang spesifik dan tidak jelas.
Kimberle Crenshaw menjelaskan teori tersebut. Kemudian dipaparkan
bahwa pendekatan intersection adalah konsep untuk mengenali fakta
bahwa setiap anggota kelompok yang mengalami bias, terutama pada
kelompok rentan, memiliki identitas berbeda dan dapat berdaptasi dalam
mengalami bias terebut. Sebagai contoh adalah sebagi berikut:

Pria dan wanita sering mengalami rasisme secara berbeda,
sebagaimana wanita dari ras yang berbeda dapat mengalami
seksisme secara berbeda, dan seterusnya. Akibatnya, pendekatan
interseksional ~ melampaui  analisis ~ konvensional  untuk
memfokuskan perhatian kita pada cedera yang mungkin tidak kita
kenali. . . untuk 1) menganalisis masalah sosial secara lebih
lengkap; 2) membentuk intervensi yang lebih efektif; dan 3)
mempromosikan advokasi koalisi yang lebih inklusif. 1%

Selain teori model yang diungkapkan di atas, pendekatan gender,

disabilitas dan intersection ini juga menjadi alat analisis penulis untuk
menganalisis  kondisi — perempuan penyandang disabilitas dalam
memperoleh akses pendidikan baik secara kultural, yakni dalam keluarga
dan sosial masyarakat maupun pada ranah struktural, yakni kebijakan dan
implementasi kebijakan di DIY.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni meneliti
tentang persepsi, pandangan, dan. pemahaman. yang berkaitan dengan
akses perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak
pendidikan. Di dalamnya termasuk juga dikaji pengalaman perempuan
penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan, baik formal dari
pemerintah maupun pendidikan nonformal dalam keluarga dan

137 K. Davis, “Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science
Perspective on What Makes a Feminist Theory Ssuccessful. Feminist Theory, 9,
2008, 67-85.

138 1bid.
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masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Lexi J Meleong**® dan
Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln,'* penelitian kualitatif
digunakan untuk meneliti fenomena yang dialami subjek penelitian yang
berkaitan dengan sikap, perilaku dan persepsi. Penelitian kualitatif
mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan dikumpukan dari berbagai
data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan
hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, sejarah interaksional, dan
visual yang menggambarkan makna keseharian dan problematika dalam
kehidupan seseorang. Sejalan dengan itu, para peneliti kualitatif selalu
berharap untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai subjek
kajian yang sedang dihadapi.

Lincoln dan Guba'*! dalam Naturalistic Inquiry menjelaskan lebih
detail tentang pendekatan penelitian kualitatif. Pertama, secara ontologis
penelitian kualitatif ditandai oleh fakta bahwa peneliti mengonstruksi
realitas yang dia lihat. Dalam gagasan penelitian kualitatif masing-
masing orang dilibatkan dalam penelitian sebagai partisipan atau subjek
untuk bersama-sama mengonstruksi realitas. Kedua, secara epitemologis,
penelitian kualitatif didasarkan atas nilai dan judgment nilai, bukan fakta.
Dalam pandangan umum di lapangan, mereka mengklaim bahwa nilai
peneliti bisa memandu dan membentuk kesimpulan penelitian sebab
peneliti membangun realitas dari penelitian. Dalam waktu yang sama,
peneliti memiliki sensitivitas terhadap realitas yang diciptakan oleh orang
lain yang terlibat, dan konsekuensi perubahannya berdasar perbedaan-
perbedaan nilai. - Semua temuan dalam penelitian- kualitatif yang
dinegosiasikan secara sosial diakui sebagai kebenaran. Ketiga, penelitian
kualitatif bersifat empiris dan ilmiah sebagaimana penelitian kuantitatif,
meskipun dasar-dasar filosofis penelitian kualitatif, baik secara ontologis
maupun epistemologis, dipandu oleh judgment nilai yang subjektif.
Lincoln dan Guba memecahkan masalah empiris dengan sebuah kuasi

139 Lexy. J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Rosda Karya, 2009), 6-7.

140 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative
Research (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1.

141 Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry
(California: Sage Publications, Inc,. 1985), 70-91.
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grounded theory, yakni pendekatan terhadap pola-pola. Lincoln dan
Guba'¥? menjadikan peneliti sebagai instrumen dalam sebuah penelitian
(research instrument) dan menugaskan peneliti untuk meloloskan data
secara intens serta mengidentikasi “tema-tema” yang “muncul” dari data.
Tema-tema valid ditentukan (dimunculkan) dengan melakukan
triangulasi antara tema-tema sudah dimunculkan dalam instrumen
peneliti dengan hasil interpretasi dari format-format data yang relevan
dengan penelitian. Dengan menggunaan triangulasi yang saksama,
peneliti dapat meyakini penelitiannya sebagai hasil penelitian yang hati-
hati, ketat, dan sama mahirnya dengan peneliti kuantitatif.

Maka dalam penelitian ini fenomena yang dialami oleh
penyandang disabilitas menjadi sumber utama data yang kemudian
dikaitkan dengan kondisi dalam keluarga, masyarakat dan kebijakan
pemerintah. Melihat begitu kompleksnya temuan di lapangan, maka
penelitian ini menggunakan pendekatan holistik dalam menganalisis data
yang ada, seperti pendekatan disabilitas, gender, pendidikan, dan
psikologi yang mencakup coping spiritual dan coping psikologi.
Pendekatan yang multidimensional tersebut demi memperjelas data di
lapangan tentang kondisi perempuan penyandang disabilitas dan yang
melingkupinya dalam memperolen dan mendapatkan layanan
pendidikan.

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik- sampling - yang digunakan -dalam penelitian adalah
purposive sampling dan snowball sampling. Sugiyono* mendefinisikan
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data berdasarkan
pertimbangan tertentu, misalnya informan memiliki informasi yang
penting sesuai dengan data yang peneliti harapkan. Snowball sampling
adalah teknik pengambilan sampel data yang pada awalnya sedikit lama
kelamaan mejadi besar, seperti bergulingnya bola salju. Bungin B

142 |bid., 187-220.

143 Sugiyono, Metode Penelitian Kualntitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: ALfabeta, 2009). 300.

144 Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012), 53.
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mengutarakan bahwa dalam menentukan informan kunci (key informan)
dilakukan dengan sengaja atau bertujuan sesuai dengan situasi sosial yang
sarat informasi.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan
menemukan informan kunci (key informan) untuk menentukan informan
yang paling mengetahui data pendidikan penyandang disabilitas seperti
aparat pemerintah, penyandang disabilitas itu sendiri dan aktivis
organisasi yang bergerak mendampingi penyandang disabilitas.
Pengambilan sampel data tersebut dilakukan secara snowball sampling
yakni dari satu informan kemudian berkembang ke informan lainnya
hingga mendapatkan data yang diharapkan secara lengkap, sampai
menemukan titik jenuh.

a. Observasi

Pada penelitian ini observasi diperlukan untuk mengamati
kegiatan dan pengalaman perempuan penyandang disabilitas tentang
akses dan kontrolnya dalam pendidikan. Riduwan'* dan S. Margono4®
menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui pengamatan objek secara langsung dan dari dekat.
Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati
perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang.
Lalu observer melakukan perubahan atas penilaian atas momen tertentu,
sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak
diperlukan.

b. Indepth Interview (Wawancara Mendalam)
Pada penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam
dalam proses pencarian data tentang akses pendidikan bagi perempuan

145 Riduwan, Metode Riset (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104.
146 3, Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 159.
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penyandang disabilitas. Gros Keraf!*” dan Kaelan*® menjelaskan
pengertian dan tujuan wawancara mendalam dalam sebuah penelitian,
yakni suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai
pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau praktisi.
Menurut mereka, wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan
data secara mendalam tentang akses perempuan penyandang disabilitas
dalam mengakses pendidikan. Informan yang diwawancarai dalam
penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Wawancara Mendalam

Informan Jumlah
Perempuan Penyandang 10 orang (setiap kabupaten/kota
Disabilitas 2 orang)
Orangtua /Keluarga Penyandang 10 orang (setiap kabupaten/kota
Diabilitas 2 orang)
Aparat Pemerintah (Dinas 15 orang (setiap kabupaten kota

Pendidikan dan Olah Raga, Disan | 3 orang)
Sosial, Kepada Desa dan

perangkatnya)
Tokoh Agama (‘Aisyiyah, 10 orang (setiap organisasi 1-2
Muslimat, Fatayat, Nasyiatul orang)

‘Aisyiyah, MPM Muhammadiyah
dan LP Ma’arif NU)

Lembaga Swadaya Masyarakat 3 orang
(LSM): SIGAB, SABDA, dan
YAKKUM

Penulis melakukan penelusuran dalam mencari informan
perempuan penyandang disabilitas berbekal data yang dikeluarkan oleh
Penerima bantuan Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing

147 Gros Keraf, Komposisi: Sebuah Pengantar kepada Kemahiran
Bahasa (Ende: Nusa Indah, 1989), 161.

148 Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner
(Yogyakarta: Paradigma, 2010).
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kabupaten. Penulis memilih satu desa di dua kecamatan tiap kabupaten.
Sumber informasi dari PKH merupakan satu-satunya data yang tersedia
untuk mencari informan tersebut karena belum adanya data rinci tentang
jumlah penyandang disabilitas di tiap kecamatan dan desa. Beberapa
informasi yang tertulis tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya usia
informan yang tertulis adalah berusia 40 tahun namun setelah ditelusur
usia calon informan sudah berusia 70 tahun, bahkan ada yang berusia 90
tahun. Selain itu nama yang tercantun di data PKH sering kali tidak cocok
dengan nama yang ada di lapangan, beberapa informan juga belum terdata
di PKH. Penulis juga mendapatkan informasi tentang keberadaan
perempuan penyandang disabilitas dari perangkat desa dan penduduk
setempat.

c. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi kelompok terarah atau focus group discussion sebagai
sebuah metode penelitian adalah upaya yang sistematis dalam
pengumpulan data dan informasi, sebagaimana tertulis dalam Focussed
Group Discussion karya Irwanto. Menurut Rianto Aji*® dalam
Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, FGD dibutuhkan jika data
survei dan wawancara kurang dapat dipahami untuk menghasilkan data
kualitatif yang bermutu. Metode ini juga relatif cepat untuk mendapatkan
data serta cocok bagi permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Pada
penelitian ini, FGD bertujuan menggali data tentang hak-hak perempuan
penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses pendidikan. Pemilihan
informan dalam  FGD' menggunakan forum-forum- atau komunitas
penyandang disabilitas yang ada di DIY yang sudah dibentuk oleh
organisasi masyarakat atau LSM, seperti Majelis Pemberdayaan
Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM PPM), dan
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Wirobrajan
Yogyakarta. Rincian FGD yang sudah dilaksanakan adalah sebagai
berikut:

149 FGD sebagai sebuah metode penelitian adalah upaya yang sistematis
dalam pengumpulan data dan informasi dalam buku Irwanto, Focused Group
Discussion (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).
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Tabel 4. Peserta FGD

Peserta FGD Kriteria Jumlah
HWDI cabang Wirobrajan Anggota 15 orang
Yogyakarta
Bank Difabel dampingan MPM PP | Anggota 30 orang
Muhamamdiyah

d. Penggunaan Dokumen

Dokumen tertulis yang digunakan dalam penelitian digunakan
untuk mencari data terkait dengan berbagai hal atau variabel. Bahan
tertulis tersebut berupa buku, catatan laporan, majalah, jurnal, makalah,
dan sebagainya.'®® Dalam penelitian ini, data-data yang dicari berkaitan
dengan peraturan daerah untuk layanan pendidikan, khususnya bagi
perempuan penyandang disabilitas. Di samping itu juga dicari tahu
bahan-bahan kurikulum pendidikan di sekolah, majalah, buku, dan jurnal
yang berhubungan dengan aksesibilitas perempuan penyandang
disabilitas dalam mendapatkan pendidikan.

e. Keabsahan Data
Dalam rangka memeriksa kebenaran atau keabsahan data kualitatif
ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan modus
penggunaan sumber data yang berbeda dan lebih dari satu makna. Artinya
ialah informasi yang diperoleh dari satu sumber data, lalu dilakukan
pengecekan pada sumber data yang lain atau biasa disebut dengan
validitas kontekstual ™!

f.  Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), yakni di empat kabupaten: Bantul, Sleman, Kulon
Progo, Gunung Kidul, serta satu kota madya di Yogyakarta. Alasan
pemilihan daerah tersebut didasari atas beberapa pertimbangan. Pertama,

150 |_exy. J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 216.
151 Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial (Bandung:
CV. Pustaka Cendekia Utama, 2011), 257.
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Provinsi DIY memiliki peraturan daerah (perda) tentang perlindungan
dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dari
perda tersebut peneliti menganalisis apakah perempuan penyandang
disabilitas dapat mengakses pendidikan formal. Kedua, kemudahan akses
lokasi penelitian. Keterjangkauan lokasi penelitian menjadi faktor
penting yang mempertimbangkan kemampunan tenaga dan waktu
peneliti.

g. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini dapat dijabarkan pada tabel berikut yakni
terdiri dari:
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Subjek Kriteria Jumlah Keterangan
Perempuan Berusia 17 | Setiap Pada usia ini
penyandang tahun ke kabupaten informan sudah
disabilitas atas sebanyak dua dapat menceritakan

orang. Jadi total | pengalaman dirinya
berjumlah 2x5 dalam mengakses
(kabupaten/kota | pendidikan.
madya)= 10
orang.
Keluarga/orang | 30 tahun Tiap kabupaten | Keluarga/orangtua
tua perempuan ke atas 2 orang jadi bisa menambahkan
penyandang total berjumlah | cerita tentang
disabilitas 2x5 pengalaman masa
(kabupaten/kota | kecil anak
madya)= 10 perempuan
orang penyandang
disabilitas dalam
mengakses
pendidikan.
Tokoh agama 30 tahun Tiap kabupaten | Memberikan
dan tokoh ke atas 1 orang jadi keterangan tentang
masyarakat total 1x5 akses pendidikan
(kabupaten/kota: | bagi perempuan
madya)="5 penyandang
orang disabilitas di
masyarakat.
Aparat 30 tahun Tiap kabupaten | Memberikan
Pemerintah ke atas 2 orang jadi keterangan tentang
(dians Sosial, total 2x5 kebijakan dan
dinas (kabupaten/kota | layanan pendidikan
Pendidikan dan madya)= 10 di DIY
Olah Raga) orang
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h. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam,
pertama, sumber data utama (primer) yang berupa kata-kata dan tindakan
responden (manusia), hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh
Lexi J Meleong.*>? Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari jawaban
perempuan penyandang disabilitas, keluarga perempuan penyandang
disabilitas, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Teknis pengambilan
data utama dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion
(FGD) dengan subjek penelitian, kemudian dicatat melalui catatan tertulis
atau rekaman dan pengambilan foto.

Sumber data kedua adalah sumber data tambahan (sekunder) yang
berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, jurnal,
dan dokumen/arsip pemerintah. Data tambahan lainnya diambil dari
undang-undang, surat-surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan
Menteri Agama RI, peraturan daerah, maupun kebijakan dan kurikulum
pendidikan sekolah, baik Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah
inklusi. Sedangkan sumber data statistic membantu memberikan
gambaran tentang kecenderungan subjek latar penelitian. Dalam hal ini,
data statistik itu berupa jumlah perempuan penyandang disabilitas dan
laki-laki penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan.

2. Metode Analisis Data

Sebelum memaparkan metode analisis, dipaparkan terlebih dahulu
bahwa pendekatan. dalam . penelitian ini ‘menggunakan pendekatan
sosiologi dan gender, yakni mengkaji masalah perempuan penyandang
disabilitas dari berbagai sudut pandang, baik dari pandangan konsep studi
Islam, konsep relasi gender dan konsep disabilitas. Teori-teori tentang
studi Islam, gender, dan disabilitas tersebut digunakan sebagai alat
analisis.

Metode analisis data, menurut Joko Subagyo,’>® adalah kegiatan
yang mengolah data agar dapat diperoleh suatu kebenaran atau

152 | exy. J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157-162.
153 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek
(Jakarta: Rineka Ciptal991), 50.
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ketidakbenaran. Pembahasan data-data dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil observasi, wawancara, dan FGD yang dianalisis. Data yang
diperoleh dan disusun dalam ketegori-kategori tertentu, mengacu pada
pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Setelah
dikategorikan maka akan muncul tema-tema yang berkaitan dengan hak
pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. Langkah
selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis dengan analisis gender dan
disabilitas dari beberapa teori yang dipaparkan pada bab ini, yakni teori
tentang studi Islam, teori gender, dan teori disabilitas.

Data tentang pandangan perempuan penyandang disabilitas,
misalnya, akan memperdalam perumusan kategorisasi dan memunculkan
tema-tema tentang akses peluang atau kesempatan perempuan
penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan, baik dari
sejak lahir hingga dewasa, dalam keluarga, masyarakat, maupun lembaga
formal. Data tentang pandangan keluarga atau orangtua, tokoh agama,
dan tokoh masyarakat dan pemerintah akan memperkuat analisis gender
tentang akses dan kontrol pengaruh pendidikan di keluarga dan
masyarakat.

Dalam analisis ini dilakukan interpretasi berupa pemaknaan akan
fakta sosial dan budaya yang berkaitan dengan berbagai fenomena. Oleh
karena itu, dalam analisis ini diharapkan berbagai macam fenomena
sosial budaya akan berkaitan dengan pandangan perempuan penyandang
disabilitas tentang hak pendidikan mereka, sehingga hasilnya akan
dideskripsikan - secara: jelas sehingga kualitas - penelitian ini dapat
diharapkan sesuai realitas.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian disertasi ini terdiri dari enam bab
yang disusun secara integratif, sehingga dapat menemukan jawaban atas
persoalan-persoalan yang dicari sekaligus memberikan kontribusi
keilmuan dan kemanusiaan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang
berisi pengantar penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengapa, apa
yang dikaji, untuk apa, dan dalam bingkai apa dan bagaimana penelitian
disertasi ini ditulis. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan tentang
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konsep-konsep dan teori yang dipakai menjadi alat analisis yakni
meliputi konsep keilmuan Islam, konsep gender, disabilitas dan
intersection yang kemudian dilengkapi pada telaah pustaka yaitu
memaparkan artikel pada jurnal, buku, majalah dan referensi terkait yang
sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Semua uraian tersebut
terdapat di dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan
manfaat penelitian. Juga dalam kerangka teori, telaah pustaka, serta
metode penelitian.

Bab kedua membahas Dominasi Tafsir Tekstual tentang
Disabilitas di kalangan Muslim Yogyakarta. Terbagi dalam dua sub-bab
yakni pertama tentang pemahaman agama yang bayani tidak diiringi
burhani dan irfani menghambat perempuan penyadang disabilitas. Pada
sub-bab ini diuraikan tentang pandangan keluarga Muslim dalam
memaknai disabilitas sebagai takdir dan cobaan, kemudian menguraikan
konsep ikhlas dengan kedisabilitasan menghambat hak pendidikan bagi
perempuan penyandang disabilitas. Kedua membahas hambatan dan
tantangan dalam membumikan ayat-ayat advokasi. Pada sub-bab ini pula
diuraikan tentang tema-tema disabilitas belum menjadi topik utama
kajian tokoh agama, interpretasi zakat, infak dan sedekah untuk
penyandang disabilitas, serta implementasi ayat-ayat advokasi.

Bab ketiga dengan tema Konstruksi Gender Menghambat
Kebebasan Hak Pendidikan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas.
Gambaran pada bab ini. mendeskripsikan perjuangan gender dan
perempuan ‘penyandang disabilitas di DIY, yakni menjelaskan dan
menemukan pemahaman yang utuh tentang perempuan penyandang
disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan. Terdiri dari tiga sub-bab
yang pertama profil perempuan penyandang disabilitas, kedua prespektif
keluarga dan masyarakat terhadap perempuan penyandang disabilitas,
ketiga tentang peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan akses
pendidikan.

Bab keempat dengan tema Peta Gerakan Organisasi Perempuan
dan Organisasi Islam terhadap Isu Pendidikan bagi Penyandang
Disabilitas. Pada bab ini dipaparkan menjadi 2 sub-bab: pertama tentang
gerakan isu penyandang disabilitas dan gernder dan kedua tentang gender
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dan penyandang disabilitas dalam perspektif Islam.

Bab kelima Keadilan Pendidikan bagi Perempuan Penyandang
Disabilitas dalam Tata Pemerintahan yang Baik di DIY. Pada bab ini
dipaparkan menjadi tiga sub-bab: pertama kebijakan pemerintah DIY
tentang disabilitas, kedua tentang Strategi dan langkah-langkah
pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan untuk
penyandang disabilitas, ketiga diuraikan tentang tata pemerintahan yang
baik dengan mewujudkan pendidikan yang berkeadilan bagi perempuan
penyandang disabilitas.

Bab keenam merupakan ilustrasi dari kesimpulan dan saran dari
hasil penelitain disertasi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB VI
Kesimpulan dan Saran

A.  Kesimpulan

Disertasi ini telah mengelaborasikan dan mempertautkan berbagai
disiplin ilmu untuk menganalisis perempuan penyandang disabilitas
dalam mengakses pendidikan. Secara teori disertasi ini menggunakan
analisis teori integrasi-interkoneksi dan interdisiplin yakni teori yang
dimunclkan oleh M Amin Abdullah. Titik temu antara ilmu sosial dan
keilmuan Islam menjadi keniscayaan yang harus dilakukan dalam
menganalisis satu permasalahan. Di antara permasalahan tersebut adalah
akses pendidikan perempuan penyandang disabilitas, penulis
mengawinkan tiga pendekatan dalam menganalisis permasalahan
tersebut, yakni mempertemuan analisis intersection (irisan antara gender
dan disabilitas), al-Fikr al-Din dan dirasat Islamiyah (Islamic studies)
yakni konsep berpikir bayani burhani dan irfani dipertemukan dengan
teori model (medical model/carity model, social model dan social-
relational model).

Letak urgensi dan keunikan disertasi di sini adalah
mempertemukan ilmu umum dan ilmu agama. Di sini sangat tampak
sekali keduanya harus saling bertegur sapa dan pada kenyataannya sangat
diperlukan pendekatan  keduanya. Novelty atau-temuan baru dalam
disertasi ini adalah segitiga Intersection : Integrasi-Interkoneksi dan
Interdisiplin. Sedangkan llustrasi dari pertemuan ilmu umum dan ilmu
agama dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar : Segitiga Intersection Integrasi-Interkoneksi-Interdisiplin :
Dirasah Islamiyah, Gender, dan Disabilitas

Pendekatan  Integrasi-Interkoncksi-Interdisiplin - untuk
melihat insan/intersection

Teori ini turunan dan teori jaring laba-laba M.Amin
Abdullah, bahwa setiap ilmu baik imu agama dan
umum bisa saling merembes, terkait dan bertegur
sapa

N Titk temu antara Dirasah Islamiyah, Gender dan
Disabilitas

i Teori terscbut melihat Irisan multidiskriminasi yang
> = dialami pada perempuan penyandang disabilitas, baik

% 7 dan perpektif Agama, Gender dan Disabilitas

Gander Disabilitas
Pemahaman gende: disabilitas belum mainstream, baik dari perspektif budaya/gender, agama dan kebijakan
Belum mendo nuhan hak terhadap perempuan penyandang disabilitas, khususnya hak mem ich pendidikan
Maka pentingnya h worldview: secara kultural (budaya) bagi keluarga, tokot h masyarakat agar

menycimbangkan penafsiran bavini, burhani, dan irfani. Sedangkan secara structural (kebijakan pemerintah) pentingnya
mengawinkan teori bayani, burhani, dan irfini dengan teoni gender dan model (medical, social dan sosial relational)
dalam melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuban kebutuhan bagi perempuan penyandang disabilitas khususnya
dalam mebenkan hak pendidikan

Pada tataran praksis perempuan penyandang disabilitas mengalami
beban multidiskriminasi, yakni dari sisi gender perempuan dan sebagai
penyandang disabilitas. Ditambah lagi, bila mereka berasal dari kalangan
keluarga miskin, maka akan semakin terdiskriminasi dari akses
pendidikan karena ketiadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan.
Keluarga (orang tua dan saudara) masih banyak yang belum mendukung
pendidikan bagi perempuan disabilitas. Di sinilah terlihat adanya irisan
atau bisa dikatakan adanya intersection multidiskriminasi yang dialami
oleh perempuan penyandang disabilitas yakni perempuan, disabilitas dan
kemiskinan. Perlunya dukungan keluarga kepada para perempuan
penyandang disabilitas agar dapat termotivasi, semangat dan memiliki
self-confidence (kepercayaan diri) dalam menghadapi hidup serta
memiliki pertahanan diri yang kuat dalam menghadapi hidup jika dapat
mandiri di kemudian hari.

Masih ada masyarakat yang mengucilkan perempuan disabilitas,
bukan dalam bentuk verbal, tetapi dalam bentuk kesempatan, sehingga
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peran perempuan disabilitas di masyarakat masih kurang. Selain itu tokoh
agama belum banyak yang membahas tentang tema-tema disabilitas dan
gender. Mayoritas penceramah mengkaji tentang ilmu agama yang
berkaitan dengan aqgidah, tauhid, akhlak, ibadah, fikih, dan mu’amalah.
Kajian masih bersifat ‘ulum al-din, sedangkan jika mengkaji dengan
menggunakan al-fikr al-Islamiy, maka kajianya akan lebih luas dan
komprehensif, non-sektarian, tidak provincial, dan tidak parokial.
Pembahasan tentang penyandang disabilitas adalah bagian dari berpikir
al-fikr al-Islamiy yang sangat penting untuk dikembangkan dan dikaji
secara terus-menerus. Hal ini dimaksud dan diharapkan agar kajian Islam
akan selalu segar dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Organisasi  perempuan Islam sudah banyak memasukkan
pengarusutamaan gender sejak awal berdirinya, walaupun setiap tahun
persoalan mengenai gender menjadi pekerjaan rumah yang terus muncul.
Akan tetapi pengarusutamaan disabilitas belum secara masif dilakukan,
bahkan, ada yang baru di tahap mengkaji konsep dan baru beberapa saja
yang sudah masuk pada tahap mengadvokasi penyandang disabilitas.
Meskipun demikian, masih saja belum menjadi kebijakan organisasi dari
pusat hingga menurun sampai struktur di bawahnya.

Secara konsep Islam tidak hanya cukup difahami dengan ‘ulum al-
din (religious knowledge) saja, namun diperlukan pemahaman al-fikr al-
Islamiy (Islamic thought), dan dirasat Islamiyah (Islamic studies).
Pemahaman ‘ulum al-din sebagai representasi “tradisi-lokal” keislaman
yang berbasis pada “bahasa” dan “teks-teks’ atau nas-nas keagamaan, al-
fikr al-Islamiy sebagai representasi pergumulan humanitas pemikiran
keislaman yang berbasis. kepada rasio-intelek. Secara kontekstual,
memahami Islam diperlukan tiga pendekatan yakni irfani, burhani dan
bayani. Dengan menggunakan 3 pendekatan tersebut, pemahaman
tentang penyandang disabilitas akan lebih humanis dan kebijakan
pemerintah yang dilahirkan akan memiliki nilai egaliter yakni
menghargai martabat dignity yang setara untuk penyandang disabilitas
dan non disabilitas.

Secara konseptual, Islam mengajarkan untuk menghargai sesama
manusia. Islam sangat mendorong manusia untuk menuntut ilmu tak
terkecuali untuk perempuan penyandang disabilitas, letak kualitas
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keimanan dan ketaqwaan yang menentukan derajat tertinggi dihadapan
Allah, bukan kondisi fisik manusia. Di sini Islam sangat mendorong
manusia untuk melakukan pembelaan dan advokasi kepada penyandang
disabilitas. Di sisi lain dari keilmuan umum, konsep-konsep kesetaraan
gender, HAM dan disabilitas sangat mendukung teori Islam bahwa dalam
melakukan pendekatan dan advokasi kepada penyandang disabilitas tidak
cukup dengan individual model, charity model, dan medical model saja,
namun diperlukan social model yakni masyarakat dan pemerintah ikut
merasakan dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh penyandang
disabilitas, dalam konteks disertasi ini adalah memberikan hak
pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. Kemudian pada
perkembangan decade baru-baru ini pendekatan medical model/charity
model dan social model tidak dapat dilakukan secara parsial yakni
terpisah-pisah, namun hendaknya dilakukan secara bersamaan karena
memperjuangkan hak penyandang disabilitas tidak cukup tanpa
mengetahui tipe kedisabilitasan mereka, sehingga kebijakan yang
dilahirkan hendaknya sesuai dengan kebutuhan tipe kedisabilitasan
mereka, maka pendekatan social relational model menjadi jalan tengah
mempertemukan medical model/charity model dengan social model.
Kebijakan pendidikan bagi disabilitas sudah diatur, baik oleh
pemerintahan pusat melalui, salah satunya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas maupun peraturan daerah provinsi dan perda
kabupaten-kota. Namun, kehijakan tersebut belum spesifik menyebutkan
persentase hak pendidikan untuk perempuan -disabilitas atau bisa
dikatakan belum menggunakan analisis intersection. Hal ini sangat
menghambat afirmasi ‘of action kepada perempuan penyandang
disabilitas dalam mengenyam pendidikan di lembaga formal. Kebijakan
pendidikan yang sudah mengarusutamakan isu disabilitas masih belum
diiringi budgeting yang memadai, misalnya belum tercukupuniya sarana
dan prasarana (infrastruktur) yang sesuai dengan kebutuhan penyandang
disabilitas, sumber daya manusia (tenaga pengajar/guru), dan layanan
transportasi. Selain itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
pendidikan inklusi dan bantuan untuk penyandang disabilitas belum
dilakukan secara maksimal, sehingga masih banyak ditemukan
kekurangan dan kendala-kendala dalam mengimplementasikan program,
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yang sangat disayangkan lagi adanya penyelewengan anggaran atau dana
yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, masyarakat atau instansi.
Dengan kondisi demikian, masih banyak disabilitas laki-laki maupun
perempuan yang belum bisa mengenyam pendidikan dengan baik dan
ideal.

Di sisi lain belum semua organisasi perempuan Islam mendorong
pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. ‘Aisyiyah sudah
memiliki pendidikan formal sekolah luar biasa (SLB) selain itu juga
sudah membuat surat edaran ke sekolah-sekolah dasar hingga SLTA
untuk menerima siswa penyandang disabilitas yakni mendorong sekolah-
sekolah siap inklusi, tetapi belum secara spesifik mengkhususkan
afirmatif of action bagi perempuan disabilitas. Oganisasi Nahdlatul
Ulama (NU), ada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU yang hingga 5 tahun
ke depan mempunyai program pendidikan bagi disabilitas di madrasah-
madrasah Ma’arif NU. Program ini tidak hanya membuka konsep dan
praktik inklusif di madrasah LP Ma’arif NU, tetapi juga mendorong
kebijakan legal-formal maupun kebijakan fiskal. Selain itu membentuk
kelompok kerja disabilitas di wilayah Jawa Tengah, namun sama halnya
dengan organisasi ‘Aisyiyah belum ada secara khusus mendorong
affirmative action bagi perempuan penyandang disabilitas untuk
mengakses pendidikan.

Pemerintah DIY sudah membentukan POKJA DISABILITAS baik
tingkat profinsi maupun kabupaten-kota, namun keterlibatan kelompok
agama belum ada  baik dari departemen agama maupun organisasi
keagamaan. - Padahal jika komite X atau Pokja Disabilitas telah
melibatkan kelompok agama, maka sosialisi pengarus utamaan disabilitas
akan lebih luas dan cepat, tentu saja dengan begitu akan lebih
memudahkan desa, kota dan provinsi inklusi, karena inklusi adalah salah
satu ciri tata pemerintahan yang baik.

Pada disertasi ini menunjukkan bahwa agama dalam hal ini konsep
Islamic studies dapat dipertemukan dengan berbagai pendekatan ilmu
social. Seperti pendekatan intersection untuk melihat adanya irisan
diskriminasi yang berbasis gender dan disabilitas yang dialami
perempuan penyandang disabilitas dipertemukan dengan al-Fikr al-din
yakni pendekatan bayani, burhani dan irfani untuk melihat konsep
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berpikir keluarga Muslim dan masyarakat dalam memberikan akses
pendidikan kepada perempuan penyandang disabilitas, kemudian
dikawinkan dengan teori model yakni pendekatan medical model/charity
model, social model dan social-relational model untuk melihat pola
advokasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam memberikan
akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas untuk
menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan
penyandang disabilitas khususnya dalam mengakses pendidikan,
kemudian menganalisis berbagai permasalahan tersebut dengan
pendekatan intersection yakni adanya irisan multi diskriminasi yang
dialami perempuan penyandang disabilitas. Intersection yang dialami
oleh perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak sosial
politik khususnya hak mendapatkan akses pendidikan adalah disebabkan
mereka terdiskriminasi karena perempuan (ketidakadilan gender),
terdiskriminasi  karena Kkedisabilitasan dan terdiskriminasi karena
kemiskinan.

Multidiskriminasi tersebut mengakibatkan mereka tidak dapat
mengenyam pendidikan, jika ada perempuan penyandang disabilitas yang
dapat memasuki lembaga pendidikan namun mayoritas masih pada
pendidikan yang levelnya lebih rendah dari perempuan bukan
penyandang disabilitas dan masih sangat kesulitan bagi perempuan
penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih
tinggi. Sekalipun. dalam Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang
pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas, pada pasal 53 ayat 1
menyebutkan pemerintah baik BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan
penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen sedangkan pada ayat kedua
disebutkan bagi untuk pihak swasta wajib mepekerjakan penyandang
disabilitas paling sedikit 1 persen. Namun prosentasi 1-2 persen tersebut
belum menjamin pemenuhan pekerjaan bagi perempuan penyandang
disabilitas karena mereka masih harus bersaing dan berebut kursi dengan
laki-laki penyadang disabilitas. Hal tersebut menjadikan penyebab
banyaknya perempuan penyandang disabilitas berpandangan bahwa
pendidikan hingga ke jenjang perguraun tingga tidaklah penting. Maka
pendidikan vokasi (kerampilan sperti menjahid, border, membatil, dll)
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menjadi pilihan bagi perempuan penyandang disabilitas untuk menjamin
masa depan keberlangsungan hidup mereka.

Kondisi tersebut mendorong pentingnya melakukan pendampingan
dan perjuangan advokasi untuk perempuan penyandang disabilitas dalam
mengakses pendidikan baik secara kultural maupun struktural. Secara
kultural perlunya penyadaran kepada keluarga dan masyarakat tentang
konsep nrimo, ikhlas dan takdir dalam hal ini pemahaman bayani,
burhani dan ‘rfani harus seiring sejalan tidak dapat dipamahi dengan
cara terkotak-kotak. Pentingnya mendorong pemuka agama untuk dapat
menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kontek penyandang
disabilitas dengan pendekatan bayani, burhani dan irfani. Sedangkan
secara structural adalah dengan menciptakan kebijakan yang sensitif dan
affirmative action bagi perempuan penyandang disabilitas, pendekatan
teori model juga tidak dapat dilakukan secara parsial, namun pendekatan
medical/charity model dan social model harus disandingkan yakni
pendekatan social-relational model menjadi jembatan dalam memenuhi
hak social politik perempuan penyandang disabilitas, khususnya hak
memperoleh layanan pendidikan. Advokasi tidak hanya perhenti pada
lahirnya kebijakan saja, namun implementasi dalam menjalankan
kebijakan lebih utama, karena dengan begitu maka akan mewujudkan tata
pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan penyandang
disabilitas yang berkeadilan gender.

B. Saran

Diskursus Agama dalam hal ini konsep Islam menunjukkan dapat
di pertemuan ilmu umum atau dalam konteks disertasi ini ilmu social
yakni tentang gender dan disabilitas. Jika dalam memahami al-Qur’an
diperlukan pendekatan irfani, burhani dan bayani, maka ketika dikaitkan
dengan isu perempuan penyandang disabilitas adalah ketika seseorang
(keluarga, masyarakat, pemerintah) sudah berpikir irfani yakni ikut
merasakan apa yang disarakan oleh perempuan penyandang disabilitas,
yakni dengan memberikan hak sosial politiknya salah satunya hak
memperoleh pendidikan. Teori ini sebenarnya sangat berkaitan dengan
teori model yakni tidak cukup dengan individual model, charity model
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dan medical model saja, namun diperlukan social model, yakni
masyarakat dan pemerintah ikut merasakan dan bertanggung jawab
dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dalam hal ini khususnya
perempuan penyandang disabilitas. Sekalipun dalam perkembangannya
pendekatan teori model tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial,
yakni harus disandingnya antara medical model dan social model, dengan
pendekatan social relational model maka hak memperoleh pendidikan
bagi perempuan penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan
tipe kedisabilitasannya.

Ada beberapa pendekatan dalam mengimplementasikan konsep
islam dalam mendekonstruksi tafsir disabilitas baik bagi keluarga Muslim
maupun tokoh agama serta pemerintah dalam melakukan pembelaan dan
advokasi kepada penyandang disabilitas. Dari sisi keluarga, orang tua
yang merupakan salah satu sumber utama dalam memberikan motivasi
kepada perempuan disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan.
Pentingnya orang tua memberikan kekuatan dan memandirikan
perempuan penyandang disabilitas agar tetap kuat (struggle) dan
semangat dalam hidup, pentingnya mendekontrusi konsep takdir dan
ikhlas sedangkan dalam konteks masyarakat jawa kosep nrimo yang
melemahkan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses
pendidikan. Kemudian masyarakat juga perlu disadarkan secara terus-
menerus untuk menciptakan daerah inklusif sehingga penyandang
disabilitas harus diakui dalam kegiatan bermasyarakat.

Tokoh - agama hendaknya -mengkaji - tema-tema kajian secara
komprehensif, baik ‘ulum al-din, maupun' al-fikr al-dini. Keduaya harus
dipahami keterkaitannya sebagai jaring laba-laba yang saling merembes
dan bertemu, dalam kaitan ini seperti hubungan antara ilmu agama,
gender, dan penyandang disabilitas yang semuanya mempunyai titik
temu. Di sinilah pentingnya keterlibatan kelompok agama, baik dari
pemerintah seperti dari departemen agama maupun dari organisasi Islam
pada pokja disabilitas di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. Hal ini
dimaksudnya untuk memberikan efek domino (penyebaran isu secara
luas) kepada masyarakat luas tentang pentingnya kepedulian terhadap
penyandang disabilitas, selain itu kebijakan yang sifatnya untuk layanan
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pendidikan di sekolah-sekolah inklusi keagamaan dan swasta milik
organisasi Islam dapat tersosialisasi dengan baik

Kebijakan peraturan daerah harus diiringi dengan kebijakan fiskal
karena perjuangan aksesibilitas untuk disabilitas akan sia-sia atau tidak
berhasil jika kebijakan fiskal tidak diunggulkan juga. Perlunya
keseimbangan guru pendidik di sekolah inklusi, baik guru (GPK maupun
non GPK) dan SDM harus menguasai tentang penyandang disabilitas atau
pemerataan guru SLB (GPK) ke sekolah-sekolah inklusi. Pentinya kerja
bersama antara organisasi kegamaan, LSM yang bergerak di isu gender
dan perempuan, serta LSM yang fokus kepada isu penyandang disabilitas.
Selain itu, pemerintah juga hendaknya menjembatani jejaring ini, baik
dengan model pokja disabilitas atau wadah jejaring yang lain. Maka
pendekatan intersection dan social relational model sangat penting dalam
melahirkan kebijakan yang inklusif di lembaga pendidikan.

Kajian penelitian mengenai gender dan disabilitas dalam disertasi
ini menemukan beberapa hal baru. Pertama, konsep keilmuan Islam
tentang irfani, burhani dan bayani  dapat dipertemukan dalam
menganalisis intersection yakni multidiskriminasi yang dialami oleh
perempuan penyandang disabilitas dan kemudian mengharuskan
pendekatan teori model untuk mengadvokasi yakni individual model,
charity model, social model, dan social relational model bahwa yang
lebih penting adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah ikut
merasakan dan bertanggung jawab akan  aksesibilitas perempuan
penyandang disabilitas dan hendaknya diiringi dengan kebutuhan tipe
kedisabilitasannya. Kedua, pemerintah tidak cukup dengan melahirkan
kebijakan saja, namun pentingnya pengimplementasian program dan
kebijakan anggaran atau budgeting yang setimpang agar aksesibilitas
untuk perempuan penyandang disabilitas dapat terealisasi dengan baik
secara afirmatif. Ketiga, peran orang tua dan masyarakat sangat penting
untuk mendorong dan memotivasi perempuan penyadang disabilitas
untuk mengakses pendidikan, memaknai takdir, ikhlas dan nrimo sebagai
perempuan penyandang disabilitas secara lebih produktif, sehingga tidak
melemahkan anak namun justru menguatkan anak perempuan
penyandang disabilitas agar tetap struggle dalam bertahan hidup.
Keempat, kembali ke konsep berpikir burhani dan irfani sangat kuat dan
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menjadi keniscayaan untuk dikaji secara terus-menerus oleh para ulama,
agar tersosialisasi dengan baik kepada para jamaahnya dalam hal ini bisa
jadi jamaahnya adalah para orang tua penyandang disabilitas atau
penyandang disabilitas itu sendiri.

Penelitian tentang tema Akses Pendidikan Penyandang
Disabilitas Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta: Islam,
Gender, dan Politik ini tentu saja tidak cukup berhenti sampai disi saja,
masih sangat diperlukan penelitian lanjutan untuk memperluas kajian dan
tentu saja akan dilahirkan temuan-temuan baru yang akan memperkaya
khazanah intelektual di Pascasarjna jurusan Islamic Studies di
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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